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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

1.1.1. Penjelasan Umum  

A. Undang–Undang Pembentukan Daerah  

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan 

Daerah Swatantra Tingkat I yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 1958 sebagai dasar pembentukan Provinsi Maluku yang disahkan dan 

dinyatakan sebagai Provinsi pertama di Republik Indonesia bersama 7 (tujuh) daerah 

lainnya di Indonesia diantaranya Kalimantan, Sunda Kecil, Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat, Sulawesi dan Sumatera. 

Dalam perkembangan waktu berdasarkan kondisi Geografis wilayah yang luas dan demi 

terwujudnya pemerataan di semua wilayah serta keadilan antara daerah satu dengan 

yang lainnya di Provinsi Maluku, maka lewat aspirasi dan tuntutan masyarakat 

menghendaki adanya pemekaran wilayah. Provinsi Maluku pertama kali dimekarkan 

menjadi 2 (dua) Provinsi antara lain Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara sesuai 

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, 

Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Sejak ditetapkan melalui 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008, secara administratif Provinsi 

Maluku terdiri dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota. 

Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu bentuk kepercayaan dari 

Pemerintah Pusat ke daerah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat sebagai satu 

perwujudan dari sistem demokrasi di Negara Republik Indonesia. 

Masyarakat diberikan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah demi terwujudnya 

penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan yang merupakan tujuan 

sebuah pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan sebuah 

pemerintahan yang baik diperlukannya pembinaan dan evaluasi secara berjenjang dan 

terus menerus dalam penyelenggaraan pemerintahan.  

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

pasal 69 sampai dengan pasal 70 mewajibkan Kepala Daerah untuk menyampaikan 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 

tahun yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir 

kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri dan digunakan sebagai 

bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah 

Pusat. 
 

B. Data Geografis Wilayah  

Provinsi Maluku terletak di bagian Timur wilayah Negara Republik Indonesia yang 

berbatasan dengan Laut Seram di bagian Utara, Samudra Hindia dan Laut Arafura di 

bagian Selatan, Pulau Papua di bagian Timur serta pulau Sulawesi di bagian Barat. Luas 
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wilayah Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang 

RTRW Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 secara keseluruhan memiliki luas 712.498 Km2 

yang terbagi atas wilayah daratan 54.185 Km2 (7,4%) dan lautan 658.313 Km2 (92,6%).  

 

       Gambar 1.1 

       Peta Administrasi Provinsi Maluku 

 

Secara geostrategik, wilayah kepulauan Maluku terletak pada posisi silang geopolitik dan 

geoekonomi serta merupakan jalur penting lintas perdagangan internasional yakni ALKI 

3. Wilayah Kepulauan Maluku berhadapan langsung dengan kawasan Asia Pasifik dan 

kawasan Australia serta Oceania. Posisi Maluku cukup strategis yakni sebagai wilayah 

yang berada pada kawasan perbatasan dengan Australia dan Timor Leste, sehingga ke 

depannya perlu membangun konektivitas wilayah sebagai pintu gerbang bagian selatan 

Indonenesia.  

Secara Geografis Provinsi Maluku terletak diantara 20 30’ -– 90 Lintang Selatan dan 1240 – 

1360
  Bujur Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah kepulauan meliputi 

pulau-pulau besar dan kecil sebanyak 1.388 pulau. Pulau terbesar adalah Pulau Seram 

dengan luas 18.625 km², Pulau Buru dengan luas 9.000 km², Pulau Yamdena dengan 

luas 5.085 km² dan Pulau Wetar seluas 3.624 km² yang rinciannya dapatlah dilihat pada 

tabel 1.2 dibawah ini.  

Tabel 1.1 

Nama – Nama Pulau Besar Serta Luasannya Dirinci Per Kabupaten/Kota  
 

KABUPATEN/KOTA 
NAMA PULAU 

BESAR 
LUAS (KM2) 

(1) (2) (3) 

I. Kepulauan 

Tanimbar 

1. Pulau Wetar 

2. Pulau 

Yamdena 

3.624 
5.085 

II. Maluku Tenggara 1. Pulau Kola 

2. Pulau 

Wokam 

741 
954 
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                                        Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033 
 

Selain itu, pada wilayah Maluku juga terdapat 4 (empat) gunung dimana gunung tertinggi 

yaitu Gunung Binaya dengan ketinggian mencapai 3.055 meter di atas permukaan laut, 

dan berada di Pulau Seram. Gunung tertinggi kedua adalah Gunung Kapala Madan yang 

berada di Pulau Buru, Kabupaten Buru dengan ketinggian mencapai 2.429 meter di atas 

permukaan laut. Selanjutnya adalah Gunung Salahutu yang berada di Pulau Ambon 

dengan ketinggian mencapai 1.036 meter di atas permukaan laut.  

Selain terdapat gunung, di Provinsi Maluku juga terdapat 11 (sebelas) danau yang 

tersebar di 5 (lima) Kabupaten/Kota, diantaranya Danau Tihu di Pulau Wetar, Danau Abiel 

dan Danau Ngilngof di Kepulauan Kei Kecil, Danau Fan di Pulau Dullah, Danau Ohoillim di 

Kepulauan Kei Besar, Danau Telaga Raja di Pulau Seram, Danau Tihu Suli, Danau Kaitetu 

dan Danau Laha di Pulau Ambon serta Danau Rana di Pulau Buru. 

Kondisi topografi Kepulauan Maluku meliputi dataran rendah, berbukit dan gunung. 

Wilayah Kabupaten/Kota dengan topografi dataran rendah yakni Kabupaten Kepulauan 

Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram 

Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Buru serta Kabupaten Buru 

Selatan. Pada Tabel 1.3 dibawah ini dapatlah dilihat rincian luas wilayah dataran pada 

masing-masing kabupaten. 

Tabel 1.2 
Kondisi Dataran Rendah Provinsi Maluku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033 

3. Pulau Kabror 

4. Pulau 

Trangan 

5. Pulau 

Maekor 

1.359 
1.497 

 
 

449 

III. Maluku Tengah 1. Pulau Seram 18.625 

IV. Buru 1. Pulau Buru 9.000 

V. Ambon 1. Pulau Ambon 761 

NO KABUPATEN/KOTA DATARAN RENDAH LUAS (HA) LOKASI 

1 Kepulauan Tanimbar  Tanimbar 1.100  Pulau Tanimbar 

2 Kepulauan Aru  Dataran Aru 1.200  Kepulauan Aru 

3 Seram Bagian Timur  Masiwang 5.000  Pulau Seram 

4 Maluku Tengah  Seran Selatan 
Pasahari 

4.000  
40.000  

Pulau Seram 
Pulau Seram 

5 Seram Bagian Barat  Dataran Kawa 
Eti 

Kairatu 

10.000  
600  

1.300  

Pulau Seram 
Pulau Seram 
Pulau Seram 

6 Buru dan Buru Selatan  Waeapo 
Wai Kating 
Wai Kumu 
Wai Mala 

Rana 
Samalagi 
Wai Lo 

14.000  
1.500  
1.250  
1.250  
1.250  
1.000  

500  

Pulau Buru 
Pulau Buru 
Pulau Buru 
Pulau Buru 
Pulau Buru 
Pulau Buru 
Pulau Buru 

JUMLAH   83.950   
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Topografi Kepulauan Maluku meliputi dataran rendah, berbukit dan gunung. Wilayah 

Kabupaten/Kota dengan topografi dataran rendah yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 

Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, 

Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Buru serta Kabupaten Buru Selatan. 

1. Pulau Buru (Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan)  

Kondisi topografi di Wilayah Pulau Buru dan pulau-pulau di sekitarnya memiliki 

kemiringan 0-3%, 3-8%, 8-15% dan 15-30%. Untuk Pulau Buru daerah dengan 

kemiringan 0-3% tersebar di sekitar pesisir Utara. Ketinggian di Pulau Buru terdiri dari 

tiga klasifikasi yaitu 0-100 meter, 100-500 meter dan >500 meter. Kawasan dengan 

ketinggian 0-100 meter tersebar di pesisir sebelah utara dan selatan, ketinggian 100-500 

meter banyak tersebar di sebelah barat Pulau Buru.  
 

2. Pulau Seram (Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, 

Kabupaten Seram Bagian Timur) dan Pulau Ambon (Kota Ambon)  

Kondisi topografi di Pulau Seram dan Ambon mayoritas berada pada kemiringan 8-15%, 

15-30% dan 30-45%. Daerah dengan kemiringan 3-8% banyak tersebar di wilayah 

Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah. Ketinggian di Pulau Seram hampir serupa 

dengan ketinggian di Pulau Buru terdiri dari tiga klasifikasi yaitu 0-100 meter, 100-500 

meter dan >500 meter. Kawasan dengan ketinggian 0-100 meter tersebar di pesisir 

sekeliling Pulau Seram, sementara itu ketinggian 100-500 meter pada kawasan agak ke 

tengah Pulau Seram, sedangkan kawasan dengan ketinggian >500 meter terletak di 

tengah Pulau Seram. 
 

3. Kepulauan Kei (Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual) 

Kondisi topografi di wilayah Kepulauan Kei dibagi menjadi lereng datar (0-3%), landai (3-

8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam 

(>50%). Ketinggian dari muka laut dibagi menjadi 3 (tiga) kelas ketinggian, yaitu kelas 

rendah dengan ketinggian 0-100 meter, kelas tengah dengan ketinggian 100-500 meter 

dan kelas tinggi dengan ketinggian >500 meter.  
 

4. Kepulauan Aru  

Kondisi topografi di wilayah Kepulauan Aru dibagi menjadi dataran (0-3%), landai (3-

8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam 

>50%. Sedangkan kondisi ketinggian dari muka laut dibagi menjadi 3 (tiga) kelas 

ketinggian, yaitu ketinggian 0-100 meter, ketinggian 100-500 meter, dan ketinggian >500 

meter.  
 

5. Kepulauan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat 

Daya  

Kondisi topografi kepulauan di Wilayah Kepulauan Tanimbar dibagi menjadi 3 (tiga) 

gugus pulau, yaitu Gugus Pulau Tanimbar, Kepulauan Babar, dan Kepulauan Pulau-Pulau 

Terselatan dan Wetar. Bentuk lahan di Gugus Pulau Tanimbar terdiri atas dataran (plain), 

berbukit (hilly) dan bergunung (mountaineous). Secara lebih rinci, bentuk lahan dibagi 

menjadi datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam 

(15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Bentuk lahan di Kepulauan Babar 
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secara makro (makro relief) terdiri atas: dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung 

(mountaineous), yang dibagi menjadi dataran (0-3%), landai/berombak (3-8%), 

bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%), dan sangat curam 

(>50%). Bentuk lahan di Gugus Kepulauan Terselatan dan Wetar terdiri atas dataran 

(plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountaineous), secara rinci bentuk lahan dibagi 

menjadi datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) 

dan sangat curam (>50%). Kondisi bentuk lahan dan kemiringan lereng serta luasnya 

pada Gugus Pulau Terselatan dan Wetar.  

 

C. Informasi Umum Data Kependudukan 

Perkembangan penduduk Provinsi Maluku pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 

menunjukkan adanya peningkatan sebagaimana tersaji pada grafik perkembangan laju 

pertumbuhan penduduk Provinsi Maluku yang dapat dilihat pada Gambar 1.2 di bawah 

sebagai berikut. 

 

Gambar 1.2 

       Perkembangan Penduduk di Provinsi Maluku Tahun 2020 -2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : BPS Provinsi Maluku, 2024 

 

Penambahan jumlah penduduk di Provinsi Maluku cukup signifikan dari tahun ke tahun 

dimana pada tahun 2020 jumlah penduduk sebanyak 1.848.923 jiwa dan meningkat 

hingga mencapai 1.945.648 jiwa pada tahun 2024. Dari keseluruhan total penduduk di 

Provinsi Maluku, sebagian besar tinggal di Kabupaten Maluku Tengah yang mencapai 

440.848 jiwa atau sekitar 53,41 persen. Adapun ibukota Provinsi Maluku yakni Kota 

Ambon memiliki jumlah penduduk sebanyak 362.639 jiwa atau sekitar 18,64 persen.  

Jika dilihat dari pertumbuhan penduduknya, maka pertumbuhan penduduk di Provinsi 

Maluku selama lima tahun terakhir (2020-2024) mencapai 1,28 persen dimana 

pertumbuhan penduduk tertinggi dialami oleh Kabupaten Buru Selatan sebesar 1,75 

persen. 

Provinsi Maluku memiliki kepadatan penduduk mencapai 42,16 penduduk per km2. 

Sebagai ibukota provinsi, Kota Ambon memiliki kepadatan penduduk paling tinggi yakni 

1.532,32 penduduk per km2 disusul Kota Tual yang mencapai 394,02 penduduk per km2. 
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Adapun sex ratio Provinsi Maluku mencapai 102,3 yang mengindikasikan jumlah 

penduduk laki laki lebih besar dibandingkan perempuan. Namun pola ini tidak berlaku 

pada Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Ambon dan Kota Tual dimana sex ratio berada di 

bawah angka 100 yang mengindikasikan jumlah penduduk perempuan lebih banyak 

dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.  

Jika dilihat dari kelompok umur, maka terlihat bahwa penduduk terbesar berada pada 

kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 180.284 jiwa dan disusul oleh kelompok umur di 

atasnya (20-24 tahun) sebanyak 178.442 jiwa. Sedangkan penduduk paling sedikit 

berada pada kelompok umur 70-74 tahun sebanyak 33.151 jiwa dan disusul oleh 

penduduk berumur 75 tahun ke atas sebanyak 34.092 jiwa. Jumlah Penduduk, 

Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Presentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio 

Jenis  Kelamin Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2024 disajikan pada 

tabel berikut ini : 

           Tabel 1.3 
Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Presentase 

Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis  Kelamin Penduduk 
Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2024 

 

Kab/Kota 
Jumlah 

Penduduk 

Pertumbuhan 
Pendududk 
2020 - 2024 

Distribusi 
Presentase 
Penduduk 

Kepadatan 
Penduduk 

Sex 
Ratio 

Kepulauan Tanimbar  130.487 1,37 6,71 29,45 102,4 

Maluku Tenggara 126.245 0,96 6,49 124,18 99,3 

Maluku Tengah  440.848 1,03 22,66 53,41 102,1 

Buru  142.304 1,28 7,31 28,95 104,3 

Kepulauan Aru 109.159 1,65 5,61 13,48 106,1 

Seram Bagian Barat 226.044 1,57 11,62 45,12 104,1 

Seram Bagian Timur 147.139 1,62 7,56 25,70 103,2 

Maluku Barat Daya 87.197 1,57 4,48 19,16 104,9 

Buru Selatan 80.842 1,75 4,16 21,98 105,0 

Ambon 362.639 1,09 18,64 1.532,32 99,8 

Tual 92.744 1,24 4,77 394,02 99,6 

MALUKU 1.945.648 1,28 100,00 42,16 102,3 

Sumber : Maluku Dalam Angka Tahun 2025 

D. Jumlah Kabupaten/Kota 

Sejak ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008, 

secara administratif Provinsi Maluku terdiri dari 11 (sebelas) Kabupaten dan Kota. Sesuai 

Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 693 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kode dan 

Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Maluku Tahun 2020, kemudia Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 serta Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakiran 

Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau  maka secara administratif 

Provinsi Maluku terbagi atas 11 (sebelas) Kabupaten/Kota, 118 Kecamatan dan 1.200 

Desa dan 35 Kelurahan seperti yang tertera pada tabel 1.4 dibawah ini. 
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Tabel 1.4 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Buku Induk Kode, Data Wilayah Adm Pem. dan Pulau (Kep. Mendagri Nomor 100.11-617 Tahun 2022) 

 

E. Rincian Perangkat Daerah  dan Unit  Kerja Perangkat Daerah  Serta Dasar 

Hukum Pembentukan Perangkat Daerah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat 

Daerah, implementasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah menerapkan prinsip-

prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan 

fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektivitas, rentang kendali 

serta tata kerja yang jelas. Hal ini dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang 

jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, 

integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan 

daerah. Berikut Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar 

Hukum Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku : 
 

Tabel 1.5 
Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Serta Dasar Hukum Pembentukan 

 

NO 
NAMA PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA 

PERANGKAT DAERAH 
DASAR HUKUM 

1 2 3 

1 Sekretariat Daerah 

Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang 
Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat 
Daerah Provinsi Maluku 

2 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 

Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang 
Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat 
Daerah Provinsi Maluku 

KODE 
WIL 

KABUPATEN/KOTA 
LUAS 

WILAYAH 
(KM) 

IBUKOTA 
JUMLAH 

KECAMATAN DESA KELURAHAN 

81.01 Maluku Tengah 8.253,929 Masohi 18 186 6 

81.02 Maluku Tenggara 1.016,924 Langgur 11 190 1 

81.03 Kepulauan Tanimbar 4.431,082 Saumlaki 10 80 2 

81.04 Buru 4.915,566 Namlea 10 82 - 

81.05 Seram Bagian Timur 5.725,447 Bula 15 198 - 

81.06 Seram Bagian Barat 5.017,138 Piru 11 92 - 

81.07 Kepulauan Aru 8.096,729 Dobo 10 117 2 

81.08 Maluku Barat Daya 4.551,676 Tiakur 17 117 1 

81.09 Buru Selatan 3.678,696 Namrole 6 81 - 

81.71 Ambon 236,663 Ambon 5 30 20 

81.72 Tual 234,417 Tual 5 27 3 

 MALUKU 46.158,267 AMBON 118 1200 35 
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3 Biro Kesejahteraan Rakyat 

Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang 
Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat 
Daerah Provinsi Maluku 

4 Biro Hukum  

Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang 
Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat 
Daerah Provinsi Maluku 

5 Biro Perekonomian 

Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang 
Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat 
Daerah Provinsi Maluku 

6 Biro Administrasi Pembangunan 

Peraturan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2022 
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku 
Nomor 99 Tahun 2021 tentang kedudukan Tugas dan 
Fungsi, susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat 
Daerah, Sekretraiar dewan Perwkilan Rakyat Daerah dan 
Inspektorat Daerah Provinsi Maluku (berita daerah 
Provinsi Maluku Tahun 2022 Nomor 265) 

7 Biro Pengadaan Barang dan Jasa  

Peraturan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2022 
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku 
Nomor 99 Tahun 2021 tentang kedudukan Tugas dan 
Fungsi, susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat 
Daerah, Sekretraiar dewan Perwkilan Rakyat Daerah dan 
Inspektorat Daerah Provinsi Maluku (berita daerah 
Provinsi Maluku Tahun 2022 Nomor 265) 

8 Biro Organisasi 

Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang 
Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat 
Daerah Provinsi Maluku 

9 Biro Umum 

Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang 
Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat 
Daerah Provinsi Maluku 

10 Biro Administrasi Pimpinan 

Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang 
Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat 
Daerah Provinsi Maluku 

11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 
Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku  

12 Dinas Kesehatan 
Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 
Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku  

13 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Maluku  

14 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 
Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku  
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15 Satuan Polisi Pamong Praja  

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi 
Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku 

16 Dinas Sosial 
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Maluku  

17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 
Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku  

18 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2022 Tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 
Perenpuan dan Anak  

19 Dinas Ketahanan Pangan 
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Maluku  

20 Dinas Lingkungan Hidup  
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Maluku  

21 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 
Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku  

22 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Maluku  

23 Dinas Perhubungan 
Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor no 26 tahun 
2017 Tentang uraian Tugas Dinas Perhubungan Provinsi 
Maluku 

24 Dinas Komunikasi dan Informatika 
Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 
Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku  

25 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 
Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku  

26 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Maluku  

27 Dinas Pemuda dan Olahraga 

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi 
Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku 

28 Dinas Perpustakaan dan Kerasipan 
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Maluku  

29 Dinas Kelautan dan Perikanan 
Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 
Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku  
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30 Dinas Pariwisata 
Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 
Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku  

31 Dinas Pertanian 

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi 
Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku 

32 Dinas Kehutanan 
Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 
Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku  

33 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 
Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 
Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku  

34 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Peraturan Gubernur Maluku No. 100 Tahun 2021                                            
Peraturan Gubernur Maluku No. 25 Tahun 2017                                            
Peraturan Gubernur Maluku No. 64 Tahun 2017 

35 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi 
Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku 

36 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi 
Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku 

37 Badan Pendapatan Daerah 

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi 
Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku 

38 Badan Kepegawaian Daerah 

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi 
Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku 

39 Badan Pengembangan Sumber daya Manusia 

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi 
Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku 

40 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi 
Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku 

41 Badan Penghubung Provinsi  

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi 
Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku 

42 Sekretariat DPRD 

Peraturan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2022 
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku 
Nomor 99 Tahun 2021 tentang kedudukan Tugas dan 
Fungsi, susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat 
Daerah, Sekretraiar dewan Perwkilan Rakyat Daerah dan 
Inspektorat Daerah Provinsi Maluku (berita daerah 
Provinsi Maluku Tahun 2022 Nomor 265) 
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43 Inspektorat Daerah 

Peraturan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2022 
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku 
Nomor 99 Tahun 2021 tentang kedudukan Tugas dan 
Fungsi, susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat 
Daerah, Sekretraiar dewan Perwkilan Rakyat Daerah dan 
Inspektorat Daerah Provinsi Maluku (berita daerah 
Provinsi Maluku Tahun 2022 Nomor 265) 

44 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi 
Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku 

45 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi 
Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku 

 

F. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi 

Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung 

Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah.  

Perangkat Daerah merupakan lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung 

jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah 

adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan 

wajib dan urusan pilihan. Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan 

Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Unit Pelaksana 

Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.  

Berikut Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi 

Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan 

Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku : 
 

Tabel 1.6 
Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan,  

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan  
dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan 

 

NO 
NAMA PERANGKAT DAERAH/ UNIT 

KERJA PERANGKAT DAERAH 

URUSAN 
PEMERINTAHAN 

/ FUNGSI 
PENUNJANG 

RINCIAN ASN 
TOTAL 

STUKTURAL FUNGSIONAL PELAKSANA 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sekretariat Daerah - 4 0 0 4 

2 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 
Urusan 

Pemerintahan 
(Pertanahan) 

3 9 14 26 

3 Biro Kesejahteraan Rakyat 
Urusan 

Pemerintahan 
1 9 9 19 

4 Biro Hukum  
Urusan 

Pemerintahan 
3 8 8 19 
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5 Biro Perekonomian 
Urusan 

Pemerintahan 
1 7 14 22 

6 Biro Administrasi Pembangunan 
Urusan 

Pemerintahan 
5 5 4 14 

7 Biro Pengadaan Barang dan Jasa  
Urusan 

Pemerintahan 
(Pengadaan) 

12 17 14 43 

8 Biro Organisasi 
Urusan 

Pemerintahan 
4 7 14 25 

9 Biro Umum 
Urusan 

Pemerintahan 
4 4 45 53 

10 Biro Administrasi Pimpinan 
Urusan 

Pemerintahan 
4 5 16 25 

11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Urusan 
Pemerintahan 
(Pendidikan,                      
Kebudayaan) 

44 29 168 241 

12 Dinas Kesehatan 
Urusan 

Pemerintahan 
(Kesehatan) 

38 12 264 314 

13 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang  

Urusan 
Pemerintahan   

(Pekerjaan Umum) 
21 6 174 201 

14 
Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

Urusan 
Pemerintahan 
(Perumahan 

Rakyat) 

6 8 38 52 

15 Satuan Polisi Pamong Praja  

Urusan 
Pemerintahan 
(Ketentraman, 

Ketertiban umum 
dan Perlindungan 

Masyarakat) 

15 12 27 54 

16 Dinas Sosial 
Urusan 

Pemerintahan       
(Sosial) 

17 8 65 90 

17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Urusan 
Pemerintahan      
(Tenaga Kerja,        
Transmigrasi) 

32 24 36 92 

18 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Urusan 
Pemerintahan 
(Perlindungan 

Perempuan dan 
Anak) 

10 5 11 26 

19 Dinas Ketahanan Pangan 
Urusan 

Pemerintahan     
(Pangan) 

10 4 35 49 
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20 Dinas Lingkungan Hidup  
Urusan 

Pemerintahan 
(Lingkungan Hidup) 

7 10 21 38 

21 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil 

Urusan 
Pemerintahan 
(Administrasi 

Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil,                     

Pengendalian 
Penduduk dan KB) 

 

4 10 15 29 

22 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa 

Urusan 
Pemerintahan 

(Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Desa) 

8 10 17 35 

23 Dinas Perhubungan 
Urusan 

Pemerintahan 
(Perhubungan) 

16 1 42 59 

24 Dinas Komunikasi dan Informatika 

Urusan 
Pemerintahan 

(Komunikasi dan 
Informatika     

Statistik                   
Persandian)                      

Fungsi Penunjang 
Urusan 

Pemerintahan 
(Transparansi dan 
Partisipasi Publik) 

 

8 14 25 47 

25 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah 

Urusan 
Pemerintahan     

(Koperasi usaha 
Kecil dan 

Menengah) 

14 16 35 65 

26 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 

Urusan 
Pemerintahan 
(Penanaman 

Modal) 

3 13 21 37 

27 Dinas Pemuda dan Olahraga 

Urusan 
Pemerintahan 

(Kepemudaan dan 
Olahraga) 

7 2 26 35 

28 Dinas Perpustakaan dan Kerasipan 

Urusan 
Pemerintahan 
(Perpustakaan,              

Kearsipan) 

6 26 16 48 

29 Dinas Kelautan dan Perikanan 

Urusan 
Pemerintahan    
(Kelautan dan 

Perikanan) 

72 74 106 252 

30 Dinas Pariwisata 
Urusan 

Pemerintahan  
(Pariwisata) 

5 9 28 42 
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31 Dinas Pertanian 
Urusan 

Pemerintahan  
(Pertanian) 

25 89 185 299 

32 Dinas Kehutanan 
Urusan 

Pemerintahan 
(Kehutanan) 

48 40 246 334 

33 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Urusan 
Pemerinttahan       

(Energi dan 
Sumber Daya 

Mineral) 

11 17 35 63 

34 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Urusan 
Pemerintahan 
(Perindustrian,                     
Perdagangan) 

12 10 28 50 

35 
Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Fungsi Penunjang 
Urusan 

Pemerintahan            
(Perencanaan,               
Penelitian dan 

Pengembangan) 

9 12 35 56 

36 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah  

Fungsi Penunjang 
urusan 

Pemerintahan                  
(Keuangan dan 

Aset) 

10 5 42 57 

37 Badan Pendapatan Daerah 

Fungsi Penunjang 
urusan 

Pemerintahan                  
(Pendapatan) 

36 5 49 90 

38 Badan Kepegawaian Daerah 

Fungsi Penunjang 
urusan 

Pemerintahan                  
(Kepegawaian) 

7 10 30 47 

39 
Badan Pengembangan Sumber daya 
Manusia 

Fungsi Penunjang 
urusan 

Pemerintahan                  
(Pendidikan dan 

Pelatihan) 

6 25 23 54 

40 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Urusan 

Pemerintahan (Sub 
Urusan Bencana) 

6 8 20 34 

41 Badan Penghubung Provinsi  

Fungsi Penunjang 
Urusan 

Pemerintahan 
(Koordinasi 
Pelaksanaan 

Urusan 
Pemerintahan dan 

Pembangunan 
dengan Pemerintah 

Pusat) 
 

4 0 25 29 
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42 Sekretariat DPRD - 4 14 51 69 

43 Inspektorat daerah 

Fungsi Penunjang 
urusan 

Pemerintahan                       
(Pengawasan) 

5 58 15 78 

44 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 

Pengelolaan Batas 
Wilayah Negara 
dan Kawasan 
Perbatasan 

11 0 10 21 

45 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Urusan 
Pemerintahan 

(Kesatuan Bangsa 
dan Politik) 

6 10 14 30 

TOTAL 607 699 2202 3508 

G. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Memuat Laporan 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Laporan 
Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah) 
 

Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang sudah diatur di dalam undang-undang, 

pemerintah harus membuat laporan keuangan,  salah satunya laporan realisasi anggaran 

berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Unaudited. 

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku pada tahun 2024 melaksanakan setiap pelayanan 

berdasarkan anggaran dengan rincian Pendapatan sebesar Rp.3.276.879.595.646,00 

dengan realisasi sebesar Rp.3.081.621.610.890,67 atau mencapai 94,04% dan aggaran 

belanja sebesar Rp.3.238.523.726.031,00 dengan realisasi sebesar 

Rp.3.030.373.755.716,66 atau mencapai 93,57%. Berikut tabel data Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2024 : 

 

tabel 1.7 
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2024 

NO URUSAN URAIAN 
ALOKASI ANGGARAN 

(Rp) 
REALISASI             

Rp) 
(%) 

1 2 3 4 5 6 

           
  PENDAPATAN 

DAERAH 
  3.276.879.595.646,00 3.081.621.610.890,67 94,04 

           

  BELANJA DAERAH   3.238.523.726.031,00 3.030.373.755.716,66 93,57 

a. URUSAN 
PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG 
BERKAITAN 
DENGAN 
PELAYANAN 
DASAR 
 

  1.857.529.089.663,00 1.714.576.679.315,67 92,30 

https://www.jurnal.id/id/blog/2018-6-langkah-mudah-membuat-laporan-keuangan-bagi-pemula/
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  PENDIDIKAN DINAS 
PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN 
 

1.243.110.487.152,00 1.194.414.981.773,05 96,08 

  KESEHATAN DINAS KESEHATAN 
 

321.573.542.177,00 263.646.841.733,07 81,99 

  PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN 
RUANG 

DINAS PEKERJAAN 
UMUM DAN 
PENATAAN RUANG 
 

218.802.509.481,00 195.853.561.569,00 89,51 

  PERUMAHAN 
RAKYAT DAN 
KAWASAN 
PERMUKIMAN 

DINAS 
PERUMAHAN DAN 
KAWASAN 
PERMUKIMAN 
 

16.875.205.961,00 13.252.298.978,00 78,53 

  KETENTERAMAN, 
KETERTIBAN UMUM 
SERTA 
PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

SATUAN POLISI 
PAMONG PRAJA 
 

13.911.190.005,00 13.715.585.440,00 98,59 

BADAN 
PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH 
 

7.039.423.842,00 6.289.538.624,00 89,35 

  SOSIAL DINAS SOSIAL 
 

27.450.745.126,00 23.866.939.862,60 86,94 

b. URUSAN 
PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG 
TIDAK 
BERKAITAN 
DENGAN 
PELAYANAN 
DASAR 
 

  148.005.993.280,86 136.528.346.641,46 92,25 

  TENAGA KERJA DINAS TENAGA 
KERJA DAN 
TRANSMIGRASI 
 

15.657.668.798,00 15.045.862.422,46 96,09 

  PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN 
ANAK 

DINAS 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN 
ANAK 
 

7.423.480.913,00 6.737.297.498,00 90,76 

  PANGAN DINAS KETAHANAN 
PANGAN 
 

10.127.435.803,00 9.308.941.277,00 91,92 

  LINGKUNGAN 
HIDUP 

DINAS 
LINGKUNGAN 
HIDUP 
 

8.276.761.551,00 7.640.341.459,00 92,31 

  ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN 
DAN PENCATATAN 
SIPIL 

DINAS 
KEPENDUDUKAN 
DAN PENCATATAN 
SIPIL 
 

5.695.759.218,00 5.031.157.943,00 88,33 

  PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN 
DESA 

DINAS 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN 
DESA 
 

8.950.345.770,00 8.048.825.974,00 89,93 

  PERHUBUNGAN DINAS 
PERHUBUNGAN 
 

11.686.370.623,86 11.256.757.501,00 96,32 

  KOMUNIKASI & 
INFORMATIKA 

DINAS 
KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA 
 

13.703.880.866,00 12.362.082.871,00 90,21 

  KOPERASI, USAHA 
KECIL, DAN 
MENENGAH 

DINAS KOPERASI, 
USAHA KECIL DAN 
MENENGAH 
 

15.579.788.290,00 13.808.370.286,00 88,63 
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  PENANAMAN 
MODAL 

DINAS 
PENANAMAN 
MODAL DAN 
PELAYANAN 
TERPADU SATU 
PINTU 
 

12.803.760.678,00 11.796.767.694,00 92,14 

  KEPEMUDAAN DAN 
OLAHRAGA 

DINAS PEMUDA 
DAN OLAH RAGA 
 

28.061.393.612,00 26.692.014.327,00 95,12 

  PERPUSTAKAAN DINAS 
PERPUSTAKAAN 
DAN KEARSIPAN 
 

10.039.347.158,00 8.799.927.389,00 87,65 

c. URUSAN 
PEMERINTAHAN 
PILIHAN 
 

  258.188.941.597,00 238.922.599.600,48 92,54 

 KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 

DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 
 

90.783.740.948,00 84.386.998.584,00 92,95 

 PARIWISATA DINAS 
PARIWISATA 
 

12.604.502.538,00 10.726.266.259,00 85,10 

 PERTANIAN DINAS PERTANIAN 
 

70.922.107.709,00 67.210.093.240,00 94,77 

 KEHUTANAN DINAS 
KEHUTANAN 

51.202.771.637,00 46.772.365.014,00 91,35 

 ENERGI DAN 
SUMBER DAYA 
MINERAL 

DINAS ENERGI 
DAN SUMBER 
DAYA MINERAL 
 

10.745.254.440,00 9.895.766.943,00 92,09 

 PERINDUSTRIAN DINAS 
PERINDUSTRIAN 
DAN 
PERDAGANGAN 
 

21.930.564.325,00 19.931.109.560,48 90,88 

d. UNSUR 
PENDUKUNG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
 

  277.637.196.248,00 260.100.662.638,00 93,68 

 SEKRETARIAT 
DAERAH 

SEKRETARIAT 
DAERAH 
 

173.233.852.955,00 164.190.355.582,00 94,78 

 SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT 
DPRD 
 

104.403.343.293,00 95.910.307.056,00 91,87 

e. UNSUR 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
 

  419.669.303.496,97 400.012.029.164,00 95,32 

  PERENCANAAN BADAN 
PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN 
DAERAH 
 

19.041.095.922,00 17.300.762.522,00 90,86 

  KEUANGAN BADAN 
PENGELOLA 
KEUANGAN DAN 
ASET DAERAH 
 

325.572.605.749,97 315.485.322.442,00 96,90 

BADAN 
PENDAPATAN 
DAERAH 
 

302.003.625.590,97 295.655.060.811,00 97,90 

  KEPEGAWAIAN BADAN 
KEPEGAWAIAN 
DAERAH 
 

9.430.262.807,00 8.521.123.237,00 90,36 
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Sumber : Diolah dari data BPKAD Tahun 2024 

 

H. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang 

Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan 

Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja. 
 

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku melaksanakan setiap pelayanan berdasarkan 

anggaran yang diperoleh oleh setiap SKPD yang diawali dengan penyususan RKA sebagai 

dasar perencanaan dan penggangaran  yang berisi rencana program dan kegiatan SKPD, 

serta rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD 

yang kemudian akan dipertanggungjawbkan melalui Laporan Keuangan SKPD. Berikut 

Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan 

Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang 

Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2024 :  
  

 
 

 
 
 

  PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN 

BADAN 
PENGEMBANGAN 
SUMBERDAYA 
MANUSIA 
 

15.564.318.239,00 12.332.723.581,00 79,24 

  PENGELOLAAN 
PERBATASAN 
DAERAH 

BADAN 
PENGELOLA 
PERBATASAN 
DAERAH 
 

5.078.048.640,00 4.676.300.180,00 92,09 

  PENGHUBUNG BADAN 
PENGHUBUNG 
 

8.375.729.298,00 7.407.522.604,00 88,44 

f. UNSUR 
PENGAWASAN 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
 

  17.746.688.802,00 16.608.911.431,00 93,59 

 INSPEKTORAT INSPEKTORAT 17.746.688.802,00 16.608.911.431,00 93,59 

g. UNSUR 
PEMERINTAHAN 
UMUM 
 

  268.512.498.862,00 267.161.458.262,00 99,50 

 KESATUAN BANGSA 
DAN POLITIK 

BADAN KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 
 

268.512.498.862,00 267.161.458.262,00 99,50 

         

 PEMBIAYAAN 
DAERAH 
 

  234.988.581.649,00 234.988.581.649,00 100,00 

a. UNSUR 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
 

  234.988.581.649,00 234.988.581.649,00 100,00 

  KEUANGAN BADAN 
PENGELOLA 
KEUANGAN DAN 
ASET DAERAH 
 

234.988.581.649,00 234.988.581.649,00 100,00 
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Tabel 1.8 

Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan, Fungsi Penunjang,  

Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintah yang memuat Alokasi 
Anggaran dan Realisasi Belanja 

No Urusan Pemerintah Daerah Nama Program 
Alokasi Anggaran 

Belanja 
Realisasi Anggaran 

1 2 3 4 5 

1. DINAS PENDIDIKAN        

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  709.506.799.444,00 699.539.847.781,00 

    Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

2.245.372.887,00 1.702.128.144,00 

    Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

675.557.343.738,00 671.349.811.399,00 

    Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat 
Daerah 
 

965.340.835,00 857.436.000,00 

    Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
 

3.840.367.635,00 2.052.707.484,00 

    Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

8.171.269.374,00 7.750.629.425,00 

    Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
 

5.645.036.635,00 3.803.303.570,00 

    Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

8.414.427.600,00 7.806.444.340,00 

    Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

4.667.640.740,00 4.217.387.419,00 

b. PROGRAM PENGEMBANGAN 
KEBUDAYAAN 
 

  1.106.000.000,00 1.102.707.000,00 

   Pengelolaan Kebudayaan 
yang Masyarakat 
Pelakunya Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(satu) Daerah Provinsi 
 

1.100.000.000,00 1.096.707.000,00 

   Pembinaan Lembaga Adat 
yang Penganutnya Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi 
 

6.000.000,00 6.000.000,00 

c. PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 
 

  510.592.126.524,00 470.115.805.606,00 

  Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah Atas 

283.180.299.999,00 262.809.861.658,00 
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   Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah 
Kejuruan 
 

196.109.891.373,00 178.981.180.697,00 

   Pengelolaan Pendidikan 
Khusus 
 

31.301.935.152,00 28.324.763.251,00 

d. PROGRAM PENGEMBANGAN 
KESENIAN TRADISIONAL 
 

  3.196.707.000,00 3.069.576.169,00 

   Pembinaan Kesenian yang 
Masyarakat Pelakunya 
Lintas 
 

3.196.707.000,00 3.069.576.169,00 

e. PROGRAM PEMBINAAN 
SEJARAH 
 

  1.700.500.000,00 37.500.000,00 

   Pembinaan Sejarah Lokal 
Provinsi 
 

1.700.500.000,00 37.500.000,00 

f. PROGRAM PENDIDIK DAN 
TENAGA KEPENDIDIKAN 
 

  20.985.048.040,00 20.151.379.740,00 

   Pemindahan Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan 
Lintas Kabupaten/Kota 
dalam 1 (Satu) Provinsi 
 

20.985.048.040,00 20.151.379.740,00 

g. PROGRAM PELESTARIAN DAN 
PENGELOLAAN CAGAR 
BUDAYA 
 

  2.722.225.063,00 2.189.360.063,00 

   Penetapan Cagar Budaya 
Peringkat Provinsi 
 

2.722.225.063,00 2.189.360.063,00 

h. PROGRAM PENGELOLAAN 
PERMUSEUMAN 
 

  2.067.067.000,00 1.745.736.750,00 

   Pengelolaan Museum 
Provinsi 
 

2.067.067.000,00 1.745.736.750,00 

         

2. DINAS KESEHATAN       

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  141.806.677.891,00 134.758.448.459,00 

   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

1.135.854.955,00 694.736.100,00 

   Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

118.721.930.146,00 116.972.996.332,00 

   Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
 

41.678.000,00 35.862.676,00 

   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

4.166.220.672,00 3.103.435.499,00 

   Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
 

2.860.337.237,00 878.229.502,00 

   Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

11.217.786.058,00 10.587.388.814,00 
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   Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

3.625.910.823,00 2.485.799.536,00 

   Peningkatan Pelayanan 
BLUD 
 

36.960.000,00 0,00 

b. PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN UPAYA 
KESEHATAN MASYARAKAT 
 

  159.438.677.986,00 112.825.297.590,07 

    Penyediaan Fasilitas 
Pelayanan, Sarana, 
Prasarana dan Alat 
Kesehatan untuk UKP 
Rujukan, UKM dan UKM 
Rujukan Tingkat Daerah 
Provinsi 

58.392.351.002,00 44.638.850.150,00 

    Penyediaan Layanan 
Kesehatan untuk UKP 
Rujukan, UKM dan UKM 
Rujukan Tingkat Daerah 
Provinsi 
 

100.757.330.984,00 68.048.342.440,07 

    Penyelenggaraan Sistem 
Informasi Kesehatan 
Secara Terintegrasi 
 

106.446.000,00 86.360.000,00 

    Penerbitan Izin Rumah 
Sakit Kelas B dan Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
Tingkat Daerah Provinsi 
 

182.550.000,00 51.745.000,00 

c. PROGRAM PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER DAYA 
MANUSIA KESEHATAN 
 

  18.932.067.300,00 15.225.679.101,00 

   Perencanaan Kebutuhan 
Sumber Daya Manusia 
 

16.140.000.000,00 12.826.389.913,00 

   Pengembangan Mutu dan 
Peningkatan Kompetensi 
Teknis Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 
Tingkat Daerah Provinsi 
 

2.792.067.300,00 2.399.289.188,00 

d. PROGRAM PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT BIDANG 
KESEHATAN 
 

  1.396.119.000,00 837.416.583,00 

   Advokasi, Pemberdayaan, 
Kemitraan, Peningkatan 
Peran Serta Masyarakat 
dan Lintas Sektor Tingkat 
Daerah Provinsi 
 

400.000.000,00 293.691.594,00 

   Penyelenggaraan Promosi 
Kesehatan dan Perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat 
 

996.119.000,00 543.724.989,00 

         

3. DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN RUANG 
 

      

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  33.226.983.600,00 31.712.592.513,00 
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   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

1.221.066.484,00 1.136.841.725,00 

   Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

20.475.971.640,00 19.130.143.686,00 

   Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat 
Daerah 
 

47.262.300,00 47.120.180,00 

   Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
 

321.774.000,00 290.164.082,00 

   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

1.514.547.040,00 1.504.732.300,00 

   Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

7.643.987.288,00 7.631.090.120,00 

   Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

2.002.374.848,00 1.972.500.420,00 

b. PROGRAM PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA AIR (SDA) 
 

  46.062.279.220,00 38.410.665.440,00 

   Pengelolaan SDA dan 
Bangunan Pengaman 
Pantai pada Wilayah 
Sungai Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota 
 

29.515.234.200,00 22.351.073.519,00 

   Pengembangan dan 
Pengelolaan Sistem Irigasi 
Primer dan Sekunder pada 
Daerah Irigasi yang 
Luasnya 1000 Ha-3000 Ha 
dan Daerah Irigasi Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 
 

16.547.045.020,00 16.059.591.921,00 

c. PROGRAM PENGELOLAAN 
DAN PENGEMBANGAN 
SISTEM PENYEDIAAN AIR 
MINUM 
 

  6.822.510.732,00 5.883.122.644,00 

   Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum 
(SPAM) Lintas 
Kabupaten/Kota 
 

6.822.510.732,00 5.883.122.644,00 

d. PROGRAM PENGELOLAAN 
BARANG MILIK DAERAH 
 

  195.592.000,00 191.992.255,00 

   Pengelolaan Barang Milik 
Daerah 
 

195.592.000,00 191.992.255,00 

e. PROGRAM PENGELOLAAN 
DAN PENGEMBANGAN 
SISTEM DRAINASE 
 

  3.465.267.800,00 2.918.135.610,00 

    Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem 
Drainase yang Terhubung 
Langsung dengan Sungai 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dan 

3.465.267.800,00 2.918.135.610,00 
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Kawasan Strategis Provinsi 
 

f. PROGRAM PENATAAN 
BANGUNAN GEDUNG 
 

  14.506.739.270,00 13.793.892.260,00 

   Penetapan dan 
Penyelenggaraan 
Bangunan Gedung untuk 
Kepentingan Strategis 
Daerah Provinsi 
 

14.506.739.270,00 13.793.892.260,00 

g. PROGRAM PENATAAN 
BANGUNAN DAN 
LINGKUNGANNYA 
 

  27.334.163.960,00 19.946.666.576,00 

    Penyelenggaraan 
Penataan Bangunan dan 
Lingkungan di Kawasan 
Strategis Daerah Provinsi 
dan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota 
 

27.334.163.960,00 19.946.666.576,00 

h. PROGRAM 
PENYELENGGARAAN JALAN 
 

  85.913.906.899,00 81.871.354.284,00 

   Penyelenggaraan Jalan 
Provinsi 
 

85.913.906.899,00 81.871.354.284,00 

i. PROGRAM PENATAGUNAAN 
TANAH 
 

  250.000.200,00 178.772.600,00 

   Perencanaan Penggunaan 
Tanah yang Hamparannya 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(satu) Daerah Provinsi 
 

250.000.200,00 178.772.600,00 

j. PROGRAM PENGEMBANGAN 
JASA KONSTRUKSI 
 

  425.025.200,00 419.243.400,00 

   Penyelenggaraan 
Pelatihan Tenaga Ahli 
Konstruksi 
 

83.004.700,00 80.800.060,00 

   Operasionalisasi Layanan 
Informasi Jasa Konstruksi 
 

66.500.500,00 63.231.480,00 

   Kebijakan Khusus 
Terhadap 
Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi 
 

275.520.000,00 275.211.860,00 

k. PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PENATAAN RUANG 
 

  600.040.600,00 527.123.987,00 

    Penetapan Rencana Tata 
Ruang Wilayah dan 
Rencana Rinci Tata Ruang 
Provinsi 
 

462.948.200,00 403.522.465,00 

    Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengendalian 
Pemanfataan Ruang 
Daerah Provinsi 
 

137.092.400,00 123.601.522,00 

          

4. DINAS PERUMAHAN DAN 
KAWASAN PERMUKIMAN 
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a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  8.225.205.961,00 7.294.227.423,00 

   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

108.999.800,00 103.513.987,00 

    Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

5.778.486.021,00 4.907.695.758,00 

    Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat 
Daerah 
 

19.999.850,00 19.814.200,00 

    Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

240.001.650,00 238.652.919,00 

    Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

1.977.719.540,00 1.932.098.669,00 

    Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

99.999.100,00 92.451.890,00 

b. PROGRAM PENGEMBANGAN 
PERUMAHAN 
 

  660.000.000,00 655.920.500,00 

   Pembangunan dan 
Rehabilitasi Rumah Korban 
Bencana atau Relokasi 
Program Provinsi 
 

660.000.000,00 655.920.500,00 

c. PROGRAM KAWASAN 
PERMUKIMAN 
 

  6.890.000.000,00 4.207.091.555,00 

   Peningkatan Kualitas 
Kawasan Permukiman 
Kumuh dengan Luas 10 
(Sepuluh) Ha sampai 
dengan di Bawah 15 (Lima 
Belas) Ha 
 

6.890.000.000,00 4.207.091.555,00 

d. PROGRAM PENINGKATAN 
PRASARANA, SARANA DAN 
UTILITAS UMUM (PSU) 
 

  1.100.000.000,00 1.095.059.500,00 

   Urusan Penyelenggaraan 
PSU Permukiman 
 

1.100.000.000,00 1.095.059.500,00 

         

5. BADAN PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH 
 

      

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  5.791.423.842,00 5.217.961.017,00 

    Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

190.500.000,00 188.304.137,00 

    Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

4.092.703.842,00 3.634.200.820,00 

    Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 

53.280.000,00 53.280.000,00 
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Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 
 

    Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

238.406.400,00 207.790.577,00 

    Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
 

115.580.000,00 115.274.800,00 

    Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

855.481.600,00 814.094.448,00 

    Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

298.752.000,00 258.296.235,00 

b. PROGRAM 
PENANGGULANGAN BENCANA 
 

  1.248.000.000,00 1.071.577.607,00 

    Pelayanan Informasi 
Rawan Bencana Provinsi 
 

69.446.000,00 66.829.250,00 

    Pelayanan Pencegahan 
dan Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 
 

588.754.000,00 522.524.696,00 

    Pelayanan Penyelamatan 
dan Evakuasi Korban 
Bencana 
 

100.000.000,00 66.641.000,00 

    Penataan Sistem Dasar 
Penanggulangan Bencana 
 

489.800.000,00 415.582.661,00 

          

6. SATUAN POLISI PAMONG 
PRAJA 
 

      

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  6.675.499.139,00 6.524.655.582,00 

   Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

5.695.201.129,00 5.588.216.360,00 

   Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
 

11.500.000,00 11.500.000,00 

   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

557.864.890,00 548.068.518,00 

   Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

198.229.120,00 164.179.204,00 

   Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

212.704.000,00 212.691.500,00 

b. PROGRAM PENINGKATAN 
KETENTERAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 
 

  7.147.628.866,00 7.104.558.298,00 

    Penanganan Gangguan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (Satu) Daerah 
Provinsi 
 

6.842.631.466,00 6.800.213.778,00 
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    Penegakan Peraturan 
Daerah Provinsi dan 
Peraturan Gubernur 
 

259.997.500,00 259.897.500,00 

    Pembinaan Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) Provinsi 
 

44.999.900,00 44.447.020,00 

c. PROGRAM PENCEGAHAN, 
PENANGGULANGAN, 
PENYELAMATAN KEBAKARAN 
DAN PENYELAMATAN NON 
KEBAKARAN 
 

  88.062.000,00 86.371.560,00 

   Penyelenggaraan 
Pemetaan Rawan Bencana 
Kebakaran 
 

88.062.000,00 86.371.560,00 

         

7. DINAS SOSIAL 
 

      

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  19.921.526.071,00 17.382.040.554,00 

   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

645.866.200,00 641.633.400,00 

   Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

10.249.963.278,00 9.753.609.210,00 

   Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 
 

155.160.000,00 155.160.000,00 

   Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
 

154.425.000,00 153.378.280,00 

   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

1.854.942.453,00 1.771.409.175,00 

   Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
 

92.050.000,00 83.050.000,00 

   Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

2.453.652.140,00 2.420.925.868,00 

   Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

4.470.627.000,00 2.558.034.621,00 

b. PROGRAM PEMBERDAYAAN 
SOSIAL 
 

  575.755.800,00 545.199.016,00 

   Pemberdayaan Potensi 
Sumber Kesejahteraan 
Sosial Provinsi 
 

575.755.800,00 545.199.016,00 

c. PROGRAM PENANGANAN 
WARGA NEGARA MIGRAN 
KORBAN TINDAK KEKERASAN 
 

  103.020.000,00 94.820.000,00 

   Pemulangan Warga 
Negara Migran Korban 
Tindak Kekerasan dari 
Titik Debarkasi di Daerah 

103.020.000,00 94.820.000,00 
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Provinsi untuk 
Dipulangkan ke Daerah 
Kabupaten/Kota Asal 
 

d. PROGRAM REHABILITASI 
SOSIAL 
 

  4.648.767.255,00 4.431.634.024,60 

   Rehabilitasi Sosial Dasar 
Penyandang Disabilitas 
TerlAntar di dalam Panti 
 

273.308.000,00 269.231.480,00 

   Rehabilitasi Sosial Dasar 
Anak Terlantar di dalam 
Panti 
 

1.363.815.500,00 1.340.508.160,00 

    Rehabilitasi Sosial Dasar 
Lanjut Usia Terlantar di 
dalam Panti 
 

1.198.505.000,00 1.176.171.815,60 

    Rehabilitasi Sosial Dasar 
Gelandangan dan 
Pengemis di dalam Panti 
 

22.717.100,00 22.165.799,00 

    Rehabilitasi Sosial bagi 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) Lainnya di Luar 
HIV/AIDS 
 

1.790.421.655,00 1.623.556.770,00 

e. PROGRAM PERLINDUNGAN 
DAN JAMINAN SOSIAL 
 

  1.545.777.600,00 789.746.770,00 

   Pengangkatan Anak antar 
WNI dan Pengangkatan 
Anak oleh Orang Tua 
Tunggal 
 

45.777.600,00 45.677.600,00 

   Pengelolaan Data Fakir 
Miskin Cakupan Daerah 
Provinsi 
 

1.500.000.000,00 744.069.170,00 

f. PROGRAM PENANGANAN 
BENCANA 
 

  554.760.000,00 522.361.098,00 

   Perlindungan Sosial 
Korban Bencana Alam dan 
Sosial Provinsi 
 

554.760.000,00 522.361.098,00 

g. PROGRAM PENGELOLAAN 
TAMAN MAKAM PAHLAWAN 
 

  101.138.400,00 101.138.400,00 

   Pengelolaan Taman 
Makam Pahlawan Nasional 
Provinsi 
 

101.138.400,00 101.138.400,00 

         

8. DINAS TENAGA KERJA DAN 
TRANSMIGRASI 
 

      

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  13.623.723.598,00 13.028.787.575,46 

    Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

202.166.000,00 201.730.860,00 

    Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

11.068.264.233,00 10.501.159.277,00 
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    Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat 
Daerah 
 

25.696.000,00 25.696.000,00 

    Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

649.150.570,00 645.397.655,00 

    Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
 

378.555.000,00 377.990.200,00 

    Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

1.022.929.795,00 999.887.926,46 

    Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

239.525.000,00 239.510.510,00 

b. PROGRAM PEMBANGUNAN 
KAWASAN TRANSMIGRASI 
 

  150.000.200,00 148.489.800,00 

   Penataan Persebaran 
Penduduk yang Berasal 
dari Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 
 

150.000.200,00 148.489.800,00 

c. PROGRAM PELATIHAN KERJA 
DAN PRODUKTIVITAS 
TENAGA KERJA 
 

  261.277.000,00 255.944.923,00 

   Pelaksanaan Latihan Kerja 
Berdasarkan Klaster 
Kompetensi 
 

261.277.000,00 255.944.923,00 

d. PROGRAM PENEMPATAN 
TENAGA KERJA 
 

  133.374.400,00 133.126.880,00 

   Pengelolaan Informasi 
Pasar Kerja 
 

133.374.400,00 133.126.880,00 

e. PROGRAM HUBUNGAN 
INDUSTRIAL 
 

  251.797.000,00 250.311.280,00 

   Pengesahan Peraturan 
Perusahaan dan 
Pendaftaran Perjanjian 
Kerja Bersama untuk yang 
Mempunyai Wilayah Kerja 
lebih dari 1 (satu) 
Kabupaten/Kota 
 

32.800.000,00 32.606.900,00 

   Pencegahan dan 
Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial, 
Mogok Kerja, dan 
Penutupan Perusahaan 
yang 
Berakibat/Berdampak 
pada Kepentingan di 1 
(satu) Daerah Provinsi 
 

125.651.000,00 125.445.940,00 

   Penetapan Upah Minimum 
Provinsi (UMP), Upah 
Minimum Sektoral Provinsi 
(UMSP), Upah Minimum 
Kabupaten/Kota (UMK), 
dan Upah Minimum 
Sektoral Kabupaten/Kota 

93.346.000,00 92.258.440,00 
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(UMSK) 
 

f. PROGRAM PENGAWASAN 
KETENAGAKERJAAN 
 

  1.237.496.600,00 1.229.201.964,00 

   Penyelenggaraan 
Pengawasan 
Ketenagakerjaan 
 

1.237.496.600,00 1.229.201.964,00 

         

9. DINAS PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 
 

      

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  4.952.485.835,00 4.511.226.366,00 

    Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

21.125.500,00 21.058.000,00 

    Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

3.309.860.375,00 3.006.645.767,00 

    Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
 

36.000.000,00 36.000.000,00 

    Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

784.801.960,00 688.737.631,00 

    Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

638.918.000,00 600.540.710,00 

    Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

161.780.000,00 158.244.258,00 

b. PROGRAM 
PENGARUSUTAMAAN GENDER 
DAN PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN 
 

  269.219.250,00 235.730.190,00 

   Pelembagaan 
Pengarusutamaan Gender 
(PUG) pada Lembaga 
Pemerintah Kewenangan 
Provinsi 
 

50.245.650,00 41.505.410,00 

   Pemberdayaan Perempuan 
Bidang Politik, Hukum, 
Sosial, dan Ekonomi pada 
Organisasi 
KeMasyarakatan 
 

218.973.600,00 194.224.780,00 

c. PROGRAM PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN 
 

  507.325.500,00 452.498.728,00 

    Pencegahan Kekerasan 
terhadap Perempuan yang 
melibatkan para Pihak 
Lingkup Daerah Provinsi 
dan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota 
 

250.825.500,00 236.239.528,00 
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    Penyediaan Layanan 
Rujukan Lanjutan bagi 
Perempuan Korban 
Kekerasan yang 
memerlukan Koordinasi 
Tingkat Daerah Provinsi 
dan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota 
 

198.360.000,00 158.719.200,00 

    Penguatan dan 
Pengembangan Lembaga 
Penyedia Layanan 
Perlindungan Perempuan 
Kewenangan Provinsi 
 

58.140.000,00 57.540.000,00 

d. PROGRAM PENINGKATAN 
KUALITAS KELUARGA 
 

  581.179.200,00 521.332.148,00 

   Peningkatan Kualitas 
Keluarga dalam 
Mewujudkan Kesetaraan 
Gender (KG) dan Hak 
Anak Kewenangan Provinsi 
 

149.739.000,00 138.025.000,00 

   Penguatan dan 
Pengembangan Lembaga 
Penyedia Layanan 
Peningkatan Kualitas 
Keluarga dalam 
Mewujudkan KG dan Hak 
Anak Kewenangan Provinsi 
 

431.440.200,00 383.307.148,00 

e. PROGRAM PENGELOLAAN 
SISTEM DATA GENDER DAN 
ANAK 
 

  166.002.056,00 143.699.360,00 

    Pengumpulan, Pengolahan 
Analisis dan Penyajian 
Data Gender dan Anak 
dalam Kelembagaan Data 
di Tingkat Daerah Provinsi 
 

166.002.056,00 143.699.360,00 

f. PROGRAM PEMENUHAN HAK 
ANAK (PHA) 
 

  615.634.380,00 563.313.688,00 

   Pelembagaan PHA pada 
Lembaga Pemerintah, Non 
Pemerintah, dan Dunia 
Usaha Kewenangan 
Provinsi 
 

220.253.600,00 213.894.240,00 

   Penguatan dan 
Pengembangan Lembaga 
Penyedia Layanan 
Peningkatan Kualitas 
Hidup Anak Kewenangan 
Provinsi 
 

395.380.780,00 349.419.448,00 

g. PROGRAM PERLINDUNGAN 
KHUSUS ANAK 
 

  331.634.692,00 309.497.018,00 

   Penyediaan Layanan bagi 
Anak yang Memerlukan 
Perlindungan Khusus yang 
Memerlukan Koordinasi 
Tingkat Daerah Provinsi 
 

331.634.692,00 309.497.018,00 
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10 DINAS KETAHANAN PANGAN 
 

      

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  7.906.221.503,00 7.211.829.830,00 

    Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

518.972.600,00 505.250.152,00 

    Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

5.812.852.923,00 5.195.725.446,00 

    Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat 
Daerah 
 

20.000.000,00 19.919.000,00 

    Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
 

52.528.000,00 52.321.560,00 

    Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

467.647.750,00 434.849.456,00 

    Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
 

19.398.650,00 19.380.050,00 

    Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

917.041.580,00 897.665.379,00 

    Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

97.780.000,00 86.718.787,00 

b. PROGRAM PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA EKONOMI 
UNTUK KEDAULATAN DAN 
KEMANDIRIAN PANGAN 
 

  50.000.000,00 49.897.380,00 

   Penyediaan Infrastruktur 
dan Seluruh Pendukung 
Kemandirian Pangan pada 
berbagai Sektor sesuai 
Kewenangan Daerah 
Provinsi 
 

50.000.000,00 49.897.380,00 

c. PROGRAM PENINGKATAN 
DIVERSIFIKASI DAN 
KETAHANAN PANGAN 
MASYARAKAT 
 

  1.784.000.000,00 1.690.825.069,00 

   Penyediaan dan 
Penyaluran Pangan Pokok 
atau Pangan Lainnya 
sesuai dengan Kebutuhan 
Daerah Provinsi dalam 
rangka Stabilisasi Pasokan 
dan Harga Pangan 
 

912.500.000,00 887.353.481,00 

   Promosi Pencapaian 
Target Konsumsi Pangan 
Perkapita/Tahun sesuai 
dengan Angka Kecukupan 
Gizi Melalui Media Provinsi 
 

871.500.000,00 803.471.588,00 

d. PROGRAM PENANGANAN 
KERAWANAN PANGAN 
 

  162.500.000,00 137.095.004,00 
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   Penyusunan Peta 
Kerentanan dan 
Ketahanan Pangan 
kewenangan Provinsi 
 

40.000.000,00 37.826.544,00 

   Penanganan Kerawanan 
Pangan Kewenangan 
Provinsi 
 

122.500.000,00 99.268.460,00 

e. PROGRAM PENGAWASAN 
KEAMANAN PANGAN 
 

  224.714.300,00 219.293.994,00 

   Pelaksanaan Pengawasan 
Keamanan Pangan Segar 
Distribusi Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota 
 

224.714.300,00 219.293.994,00 

         

11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
 

      

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  6.241.769.051,00 5.726.843.193,00 

   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

282.953.800,00 261.226.200,00 

    Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

4.375.044.002,00 4.073.130.139,00 

    Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

639.021.949,00 538.205.569,00 

    Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

796.911.200,00 714.448.005,00 

    Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

147.838.100,00 139.833.280,00 

b. PROGRAM Perencanaan 
LINGKUNGAN HIDUP 
 

  499.999.726,00 490.419.098,00 

   Penyelenggaraan Kajian 
Lingkungan Hidup 
Strategis (KLHS) Provinsi 
 

499.999.726,00 490.419.098,00 

c. PROGRAM PENGENDALIAN 
PENCEMARAN DAN/ATAU 
KERUSAKAN LINGKUNGAN 
HIDUP 
 

  374.999.467,00 330.883.271,00 

   Pencegahan Pencemaran 
dan/atau Kerusakan 
Lingkugan Hidup 
 

274.999.767,00 242.672.147,00 

   Penanggulangan 
Pencemaran dan/atau 
Kerusakan Lingkungan 
Hidup 
 

99.999.700,00 88.211.124,00 

d. PROGRAM PENGENDALIAN 
BAHAN BERBAHAYA DAN 
BERACUN (B3) DAN LIMBAH 
BAHAN BERBAHAYA DAN 
BERACUN (LIMBAH B3) 
 

  130.000.078,00 118.907.542,00 
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   Pengumpulan Limbah B3 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(satu) Daerah Provinsi 
 

130.000.078,00 118.907.542,00 

         

e. PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN TERHADAP 
IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN 
PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN 
HIDUP (PPLH) 
 

  374.994.691,00 340.108.031,00 

    Pembinaan dan 
Pengawasan Izin 
Lingkungan dan Izin PPLH 
yang diterbitkan oleh 
Pemerintah Daerah 
Provinsi 
 

374.994.691,00 340.108.031,00 

f. PROGRAM PENGAKUAN 
KEBERADAAN Masyarakat 
HUKUM ADAT (MHA), 
KEARIFAN LOKAL DAN HAK 
MHA YANG TERKAIT DENGAN 
PPLH 

  100.000.600,00 93.543.514,00 

    Pengakuan MHA dan 
Kearifan Lokal, 
Pengetahuan Tradisional 
dan Hak MHA yang terkait 
dengan PPLH 
 

100.000.600,00 93.543.514,00 

g. ROGRAM PENINGKATAN 
PENDIDIKAN, PELATIHAN 
DAN PENYULUHAN 
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK 
MASYARAKAT 
 

  554.997.938,00 539.636.810,00 

   Penyelenggaraan 
Pendidikan, Pelatihan, dan 
Penyuluhan Lingkungan 
Hidup untuk Lembaga 
KeMasyarakatan 
 

554.997.938,00 539.636.810,00 

12. DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL 
 

      

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  4.614.033.218,00 4.077.614.068,00 

    Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

79.324.600,00 64.999.600,00 

    Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

3.480.248.018,00 3.123.287.889,00 

    Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

434.421.640,00 342.975.732,00 

    Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
 

20.000.000,00 19.850.000,00 

    Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

514.848.960,00 441.341.434,00 
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Pemerintahan Daerah 
 

    Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

85.190.000,00 85.159.413,00 

b. PROGRAM PENDAFTARAN 
PENDUDUK 
 

  579.414.000,00 479.096.582,00 

   Penyelenggaraan 
Pendaftaran 
Kependudukan 
 

436.413.000,00 384.025.062,00 

c. PROGRAM PENCATATAN 
SIPIL 
 

  150.000.000,00 149.869.632,00 

   Penyelenggaraan 
Pencatatan Sipil di Provinsi 
 

150.000.000,00 149.869.632,00 

d. PROGRAM PEMBERDAYAAN 
DAN PENINGKATAN 
KELUARGA SEJAHTERA (KS) 
 

  252.000.000,00 231.765.661,00 

    Pemberdayaan dan 
Peningkatan Peran serta 
Organisasi 
KeMasyarakatan Tingkat 
Daerah Provinsi dalam 
Pembangunan Keluarga 
Melalui Pembinaan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
 

252.000.000,00 231.765.661,00 

e. PROGRAM PENGELOLAAN 
PROFIL KEPENDUDUKAN 
 

  100.312.000,00 92.812.000,00 

   Penyediaan Profil 
Kependudukan 
 

100.312.000,00 92.812.000,00 

         

13. DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 
 

      

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  6.250.346.020,00 5.661.522.521,00 

    Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

177.865.900,00 153.486.202,00 

    Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

4.178.715.120,00 3.662.273.959,00 

    Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
 

120.204.600,00 113.685.640,00 

    Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

286.488.000,00 262.146.059,00 

    Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
 

31.000.000,00 28.518.750,00 

    Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

1.247.469.400,00 1.236.857.396,00 

    Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 

208.603.000,00 204.554.515,00 
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Pemerintahan Daerah 
 

b. PROGRAM PENATAAN DESA 
 

  100.000.000,00 83.236.620,00 

   Penatausahaan Penetapan 
Susunan Kelembagaan, 
Pengisian Jabatan, dan 
Masa Jabatan Kepala Desa 
dan Desa Adat 
 

100.000.000,00 83.236.620,00 

c. PROGRAM PENINGKATAN 
KERJA SAMA DESA 
 

  125.000.000,00 118.188.600,00 

   Fasilitasi Kerja Sama antar 
desa yang Menjadi 
Kewenangan Provinsi 
 

125.000.000,00 118.188.600,00 

d. PROGRAM ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN DESA 
 

  199.999.750,00 168.039.090,00 

    Pembinaan dan 
Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 
 

199.999.750,00 168.039.090,00 

e. PROGRAM PEMBERDAYAAN 
LEMBAGA KEMASYARAKATAN, 
LEMBAGA ADAT DAN 
MASYARAKAT HUKUM ADAT 
 

  2.275.000.000,00 2.017.839.143,00 

   Pemberdayaan Lembaga 
keMasyarakatan yang 
Bergerak di Bidang 
Pemberdayaan Desa dan 
Lembaga Adat Tingkat 
Daerah Provinsi serta 
Pemberdayaan Masyarakat 
Hukum Adat yang 
Masyarakat Pelakunya 
Hukum Adat yang Sama 
Berada di Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota 
 

2.275.000.000,00 2.017.839.143,00 

         

14. DINAS PERHUBUNGAN 
 

      

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  8.949.361.983,86 8.690.141.141,00 

    Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

55.335.000,00 54.956.375,00 

    Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

5.917.165.663,86 5.865.549.239,00 

    Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat 
Daerah 
 

80.456.000,00 62.522.750,00 

    Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
 

23.351.000,00 21.468.500,00 

    Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

546.945.100,00 442.319.518,00 

    Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

2.046.109.220,00 1.979.804.236,00 
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Pemerintahan Daerah 
 

    Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

280.000.000,00 263.520.523,00 

b. PROGRAM 
PENYELENGGARAAN LALU 
LINTAS DAN ANGKUTAN 
JALAN (LLAJ) 
 

  716.535.640,00 676.215.244,00 

   Penyediaan Perlengkapan 
Jalan di Jalan Provinsi 
 

23.097.200,00 21.897.000,00 

   Audit dan Inspeksi 
Keselamatan LLAJ di Jalan 
 

20.174.900,00 20.174.900,00 

   Penyediaan Angkutan 
Umum untuk Jasa 
Angkutan Orang dan/atau 
Barang Antar Kota dalam 
1 (satu) Daerah Provinsi 
 

673.263.540,00 634.143.344,00 

c. PROGRAM PENGELOLAAN 
PELAYARAN 
 

  2.020.473.000,00 1.890.401.116,00 

    Penerbitan Izin Usaha 
Angkutan Laut bagi Badan 
Usaha yang Berdomisili 
dalam Wilayah dan 
Beroperasi pada Lintas 
Pelabuhan antar Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 
Wilayah Daerah Provinsi 
 

23.889.000,00 20.470.000,00 

    Penetapan Lintas 
Penyeberangan dan 
Persetujuan 
Pengoperasian untuk 
Kapal yang Melayani 
Penyeberangan Lintas 
Pelabuhan antar Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(satu) Daerah Provinsi 
 

374.823.000,00 280.829.026,00 

    Pembangunan, Penerbitan 
Izin Pembangunan dan 
Pengoperasian Pelabuhan 
Pengumpan Regional 
 

23.271.500,00 20.595.500,00 

    Pembangunan dan 
Penerbitan Izin Pelabuhan 
Sungai dan Danau yang 
Melayani Trayek Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi 
 

1.598.489.500,00 1.568.506.590,00 

          

15. DINAS KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA 
 

      

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  7.978.881.566,00 7.142.888.856,00 

    Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

287.941.400,00 270.790.160,00 
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Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

    Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

5.432.689.004,00 4.697.110.097,00 

    Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat 
Daerah 
 

15.748.350,00 15.748.350,00 

    Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
 

16.509.300,00 16.509.300,00 

    Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

726.805.000,00 718.139.260,00 

    Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
 

37.180.000,00 36.500.000,00 

    Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

1.141.125.760,00 1.090.897.728,00 

    Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

320.882.752,00 297.193.961,00 

b. PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
STATISTIK SEKTORAL 
 

  150.000.000,00 149.998.000,00 

   Penyelenggaraan Statistik 
Sektoral di Lingkup Daerah 
Provinsi 
 

150.000.000,00 149.998.000,00 

c. PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PERSANDIAN UNTUK 
PENGAMANAN INFORMASI 
 

  174.999.300,00 166.579.048,00 

   Penyelenggaraan 
Persandian untuk 
Pengamanan Informasi 
Pemerintah Daerah 
Provinsi 
 

174.999.300,00 166.579.048,00 

d. PROGRAM PENGELOLAAN 
INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI PUBLIK 
 

  2.820.000.000,00 2.693.624.564,00 

   Pengelolaan Informasi dan 
Komunikasi Publik 
Pemerintah Daerah 
Provinsi 
 

2.820.000.000,00 2.693.624.564,00 

e. PROGRAM PENGELOLAAN 
APLIKASI INFORMATIKA 
 

  2.580.000.000,00 2.208.992.403,00 

    Pengelolaan Nama Domain 
yang Telah ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat dan 
Sub Domain di Lingkup 
Pemerintah Daerah 
Provinsi 
 

2.437.340.280,00 2.069.513.403,00 

    Pengelolaan \\-
government di Lingkup 
Pemerintah Daerah 
Provinsi 
 

142.659.720,00 139.479.000,00 
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16. DINAS KOPERASI, USAHA 
KECIL DAN MENENGAH 
 

      

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  10.549.758.290,00 10.464.580.398,00 

    Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

353.876.000,00 336.876.000,00 

    Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

6.878.115.091,00 6.876.016.876,00 

    Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
 

123.890.000,00 123.890.000,00 

    Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

638.869.892,00 618.958.582,00 

    Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
 

33.646.143,00 33.522.000,00 

    Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

2.152.547.164,00 2.110.655.839,00 

    Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

303.360.000,00 301.426.181,00 

    Peningkatan Pelayanan 
BLUD 
 

65.454.000,00 63.234.920,00 

b. PROGRAM PENGAWASAN 
DAN PEMERIKSAAN 
KOPERASI 
 

  121.004.200,00 120.314.200,00 

   Pemeriksaan dan 
Pengawasan Koperasi 
Simpan Pinjam/Unit 
Simpan Pinjam Koperasi 
yang Wilayah 
Keanggotaannya Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi 
 

121.004.200,00 120.314.200,00 

c. PROGRAM PENILAIAN 
KESEHATAN KSP/USP 
KOPERASI 
 

  53.995.800,00 43.220.800,00 

   Penilaian Kesehatan 
Koperasi Simpan 
Pinjam/Unit Simpan 
Pinjam Koperasi yang 
Wilayah Keanggotaanya 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(satu) Daerah Provinsi 
 

53.995.800,00 43.220.800,00 

d. PROGRAM PENDIDIKAN DAN 
LATIHAN PERKOPERASIAN 
 

  3.260.650.000,00 1.704.572.264,00 

   Pendidikan dan Latihan 
Perkoperasian bagi 
Koperasi yang Wilayah 

3.260.650.000,00 1.704.572.264,00 
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Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(satu) Daerah Provinsi 
 

e. PROGRAM PEMBERDAYAAN 
DAN PERLINDUNGAN 
KOPERASI 
 

  325.000.000,00 314.443.200,00 

   Pemberdayaan dan 
Perlindungan Koperasi 
yang Keanggotaannya 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(satu) Daerah Provinsi 
 

325.000.000,00 314.443.200,00 

f. PROGRAM Pemberdayaan 
USAHA MENENGAH, USAHA 
KECIL, DAN USAHA MIKRO 
(UMKM) 
 

  1.055.000.000,00 964.992.000,00 

   Pemberdayaan Usaha Kecil 
yang dilakukan Melalui 
Pendataan, Kemitraan, 
Kemudahan Perijinan, 
Penguatan Kelembagaan 
dan Koordinasi Dengan 
Para Pemangku 
Kepentingan 
 

1.055.000.000,00 964.992.000,00 

g. PROGRAM PENGEMBANGAN 
UMKM 
 

  214.380.000,00 196.247.424,00 

   Pengembangan Usaha 
Kecil dengan Orientasi 
Peningkatan Skala Usaha 
Menjadi Usaha Menengah 
 

214.380.000,00 196.247.424,00 

         

17. DINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU 
SATU PINTU 
 

      

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  10.698.196.078,00 9.893.252.444,00 

    Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

848.621.250,00 797.924.857,00 

    Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

4.741.408.678,00 4.337.504.205,00 

    Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat 
Daerah 
 

7.469.200,00 7.469.200,00 

    Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
 

169.121.950,00 162.118.830,00 

    Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

724.391.960,00 632.089.907,00 

    Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
 

479.700.000,00 466.159.704,00 

    Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

562.553.040,00 533.332.268,00 
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Pemerintahan Daerah 
 

    Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

3.164.930.000,00 2.956.653.473,00 

b. PROGRAM PENGEMBANGAN 
IKLIM PENANAMAN MODAL 
 

  300.184.950,00 280.647.670,00 

   Penetapan Pemberian F 
asilitas / Insentif dibidang 
Penanaman Modal yang 
Menjadi Kewenangan 
Daerah Provinsi 
 

50.184.950,00 45.234.950,00 

   Pembuatan Peta Potensi 
Investasi Provinsi 
 

250.000.000,00 235.412.720,00 

c. PROGRAM PROMOSI 
PENANAMAN MODAL 
 

  186.863.700,00 186.270.276,00 

   Penyelenggaraan Promosi 
Penanaman Modal yang 
Menjadi Kewenangan 
Daerah Provinsi 
 

186.863.700,00 186.270.276,00 

d. PROGRAM PELAYANAN 
PENANAMAN MODAL 
 

  120.468.950,00 115.179.560,00 

   Penanaman Modal yang 
Menurut Ketentuan 
Peraturan Perundangan-
Undangan Menjadi 
Kewenangan Daerah 
Provinsi 
 

120.468.950,00 115.179.560,00 

e. PROGRAM PENGENDALIAN 
PELAKSANAAN PENANAMAN 
MODAL 
 

  1.472.782.000,00 1.296.966.124,00 

   Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal yang 
Menjadi Kewenangan 
Daerah Provinsi 
 

1.472.782.000,00 1.296.966.124,00 

f. PROGRAM PENGELOLAAN 
DATA DAN SISTEM 
INFORMASI PENANAMAN 
MODAL 
 

  25.265.000,00 24.451.620,00 

   Urusan Pengelolaan Data 
dan Informasi Perizinan 
dan Non Perizinan 
Penanaman Modal yang 
Terintegrasi pada Tingkat 
Daerah Provinsi 
 

25.265.000,00 24.451.620,00 

         

18. DINAS PEMUDA DAN OLAH 
RAGA 
 

      

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  7.368.661.112,00 6.199.400.527,00 

   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

110.000.000,00 77.677.000,00 
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   Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

4.913.589.320,00 3.836.671.286,00 

   Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
 

73.465.000,00 73.068.260,00 

   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

250.380.490,00 225.527.940,00 

   Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

1.804.000.784,00 1.772.667.141,00 

   Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

217.225.518,00 213.788.900,00 

b. PROGRAM PENGEMBANGAN 
KAPASITAS DAYA SAING 
KEPEMUDAAN 
 

  758.134.600,00 742.821.800,00 

   Penyadaran, 
Pemberdayaan, dan 
Pengembangan Pemuda 
dan Kepemudaan 
Kewenangan Provinsi 
 

758.134.600,00 742.821.800,00 

c. PROGRAM PENGEMBANGAN 
DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 
 

  19.284.597.900,00 19.099.792.000,00 

   Pembinaan dan 
Pengembangan Olahraga 
Pendidikan pada Jenjang 
Pendidikan yang Menjadi 
Kewenangan Daerah 
Provinsi 
 

5.013.092.900,00 4.986.816.229,00 

   Pembinaan dan 
Pengembangan Olahraga 
Prestasi Tingkat Nasional 
 

100.000.000,00 99.574.000,00 

   Pembinaan dan 
Pengembangan Organisasi 
Olahraga 
 

14.171.505.000,00 14.013.401.771,00 

d. PROGRAM PENGEMBANGAN 
KAPASITAS KEPRAMUKAAN 
 

  650.000.000,00 650.000.000,00 

   Pembinaan dan 
Pengembangan Organisasi 
Kepramukaan 
 

650.000.000,00 650.000.000,00 

         

19. DINAS PERPUSTAKAAN DAN 
KEARSIPAN 
 

      

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  9.073.183.580,00 7.898.177.188,00 

   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

75.176.900,00 75.173.600,00 

   Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

6.720.999.154,00 5.692.101.461,00 

   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

657.475.760,00 598.915.563,00 
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   Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
 

190.933.000,00 190.532.000,00 

   Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

1.038.028.456,00 964.328.424,00 

   Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

390.570.310,00 377.126.140,00 

b. PROGRAM PEMBINAAN 
PERPUSTAKAAN 
 

  523.247.444,00 495.199.674,00 

   Pengelolaan Perpustakaan 
Tingkat Daerah Provinsi 
 

220.107.600,00 203.820.725,00 

   Pembudayaan Gemar 
Membaca Tingkat Daerah 
Provinsi 
 

303.139.844,00 291.378.949,00 

c. PROGRAM PENGELOLAAN 
ARSIP 
 

  299.506.000,00 271.600.144,00 

   Pengelolaan Arsip Dinamis 
Provinsi 
 

102.573.800,00 97.491.280,00 

   Pengelolaan Arsip Statis 
Daerah Provinsi 
 

50.227.000,00 48.852.900,00 

   Pengelolaan Simpul 
Jaringan dalam Sistem 
Informasi Kearsipan 
Nasional Tingkat Provinsi 
 

146.705.200,00 125.255.964,00 

d. PROGRAM PELESTARIAN 
KOLEKSI NASIONAL DAN 
NASKAH KUNO 
 

  99.435.550,00 91.000.799,00 

   Pelestarian Karya Cetak 
dan Karya Rekam Koleksi 
Daerah di Daerah Provinsi 
 

30.037.550,00 30.036.799,00 

   Penerbitan Katalog Induk 
Daerah dan Bibliografi 
Daerah 
 

15.326.600,00 11.546.600,00 

   Pelestarian Naskah Kuno 
Milik Daerah Provins 
 

54.071.400,00 49.417.400,00 

e. PROGRAM PERLINDUNGAN 
DAN PENYELAMATAN ARSIP 
 

  30.989.584,00 30.971.584,00 

   Pencarian Arsip Statis 
Provinsi yang Dinyatakan 
Hilang 
 

30.989.584,00 30.971.584,00 

f. PROGRAM PERIZINAN 
PENGGUNAAN ARSIP 

  12.985.000,00 12.978.000,00 

   Pelayanan Izin 
Penggunaan Arsip yang 
Bersifat Tertutup di 
Daerah Provinsi 
 

12.985.000,00 12.978.000,00 

20. DINAS KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 
 

      

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  41.247.383.058,00 38.340.710.542,00 
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   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

3.773.504.340,00 3.532.951.383,00 

    Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

23.418.711.088,00 22.650.664.359,00 

    Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat 
Daerah 
 

58.080.000,00 39.785.990,00 

    Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
 

136.116.000,00 136.116.000,00 

    Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

2.813.755.702,00 2.649.255.700,00 

    Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
 

638.294.800,00 476.139.000,00 

    Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

4.740.493.980,00 4.301.905.460,00 

    Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

5.668.427.148,00 4.579.884.187,00 

b. PROGRAM PENGELOLAAN 
KELAUTAN, PESISIR DAN 
PULAU-PULAU KECIL 
 

  4.148.450.500,00 3.745.015.900,00 

   Pengelolaan Ruang Laut 
Sampai Dengan 12 Mil di 
Luar Minyak dan Gas Bumi 
 

3.813.270.000,00 3.471.399.200,00 

   Penerbitan Izin 
Pemanfaatan Ruang Laut 
di Bawah 12 Mil di Luar 
Minyak dan Gas Bumi 
 

4.060.000,00 4.060.000,00 

   Pemberdayaan Masyarakat 
Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil 
 

331.120.500,00 269.556.700,00 

c. PROGRAM PENGELOLAAN 
PERIKANAN TANGKAP 
 

  35.632.730.000,00 33.590.622.976,00 

   Pengelolaan Penangkapan 
Ikan di Wilayah Laut 
Sampai Dengan 12 Mil 
 

6.769.640.000,00 5.057.031.130,00 

   Pengelolaan Penangkapan 
Ikan di Wilayah Sungai, 
Danau, Waduk, Rawa, dan 
Genangan Air Lainnya 
yang dapat Diusahakan 
Lintas Kabupaten/Kota 
dalam 1 (Satu) Daerah 
Provinsi 
 

2.860.000,00 2.860.000,00 

   Penerbitan Izin Usaha 
Perikanan Tangkap untuk 
Kapal Perikanan Berukuran 
di atas 10 GT sampai 
dengan 30 GT 
 

15.830.000,00 12.620.000,00 
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   Penerbitan Tanda Daftar 
Kapal Perikanan Berukuran 
sampai dengan 10 GT di 
Laut, Sungai, Danau, 
Waduk, Rawa, dan 
Genangan Air Lainnya 
yang dapat Diusahakan 
Lintas Kabupaten/Kota 
dalam 1 (Satu) Daerah 
Provinsi 
 

3.720.000,00 3.720.000,00 

   Penetapan Lokasi 
Pembangunan serta 
Pengelolaan Pelabuhan 
Perikanan Provinsi 
 

28.840.680.000,00 28.514.391.846,00 

d. PROGRAM PENGELOLAAN 
PERIKANAN BUDIDAYA 
 

  6.148.339.000,00 5.845.360.395,00 

   Penerbitan Izin Usaha 
Perikanan di Bidang 
Pembudidayaan Ikan yang 
Usahanya Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 
 

246.060.400,00 238.482.835,00 

   Penerbitan Tanda Daftar 
bagi Pembudi Daya Ikan 
Kecil (TDPIK) di Laut dan 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 
 

7.010.000,00 6.550.000,00 

   Pengelolaan 
Pembudidayaan Ikan di 
Laut 
 

5.895.268.600,00 5.600.327.560,00 

e. PROGRAM PENGAWASAN 
SUMBER DAYA KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 
 

  1.730.235.000,00 1.492.344.652,00 

   Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan 
sampai dengan 12 Mil 
 

1.728.885.000,00 1.490.994.652,00 

   Pengawasan Sumber Daya 
Perikanan di Wilayah 
Sungai, Danau, Waduk, 
Rawa, dan Genangan Air 
Lainnya yang Dapat 
Diusahakan Lintas 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 
 

1.350.000,00 1.350.000,00 

f. PROGRAM PENGOLAHAN DAN 
PEMASARAN HASIL 
PERIKANAN 
 
 

  1.876.603.390,00 1.372.944.119,00 

   Penerbitan Izin Usaha 
Pemasaran dan 
Pengolahan Hasil 
Perikanan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 
 

44.920.000,00 40.125.000,00 
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   Pembinaan Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan 
bagi Usaha Pengolahan 
dan Pemasaran Skala 
Menengah dan Besar 
 

1.660.315.490,00 1.332.819.119,00 

   Pengembangan Sistem 
Informasi Manajemen 
Logistik Ikan Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (Satu) Daerah 
Provinsi 
 

171.367.900,00 0,00 

         

21. DINAS PARIWISATA 
 

      

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  8.698.122.688,00 7.636.998.519,00 

   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

135.205.170,00 120.350.451,00 

   Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

5.603.455.138,00 4.802.957.300,00 

   Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

21.833.000,00 13.778.000,00 

   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

376.473.768,00 293.589.794,00 

   Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

2.015.804.100,00 1.980.019.219,00 

   Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

545.351.512,00 426.303.755,00 

b. PROGRAM PENINGKATAN 
DAYA TARIK DESTINASI 
PARIWISATA 
 

  2.428.528.800,00 1.662.297.700,00 

   Pengelolaan Daya Tarik 
Wisata Provinsi 
 

1.584.077.600,00 827.342.500,00 

   Pengelolaan Destinasi 
Pariwisata Provinsi 
 

844.451.200,00 834.955.200,00 

c. PROGRAM PEMASARAN 
PARIWISATA 
 

  782.871.100,00 746.268.072,00 

   Pemasaran Pariwisata 
Dalam dan Luar Negeri 
Daya Tarik, Destinasi dan 
Kawasan Strategis 
Pariwisata Provinsi 
 

782.871.100,00 746.268.072,00 

d. PROGRAM PENGEMBANGAN 
EKONOMI KREATIF MELALUI 
PEMANFAATAN DAN 
PERLINDUNGAN HAK 
KEKAYAAN INTELEKTUAL 
 

  319.984.550,00 306.334.274,00 

    Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Kota Kreatif 
 

179.912.800,00 176.446.252,00 

    Pengembangan Ekosistem 140.071.750,00 129.888.022,00 
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Ekonomi Kreatif 
 

e. PROGRAM PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA PARIWISATA 
DAN EKONOMI KREATIF 
 

  374.995.400,00 374.367.694,00 

   Pelaksanaan Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Manusia Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Tingkat 
Lanjutan 
 

374.995.400,00 374.367.694,00 

         

22. DINAS PERTANIAN 
 

      

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  42.399.373.764,00 39.033.309.350,00 

   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

862.473.600,00 851.944.620,00 

   Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

34.641.001.190,00 31.428.175.220,00 

   Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat 
Daerah 
 

250.000.000,00 213.048.600,00 

   Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
 

304.277.200,00 300.271.028,00 

   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

1.688.779.810,00 1.643.178.521,00 

   Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
 

162.000.000,00 158.181.400,00 

   Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

3.728.101.264,00 3.687.552.735,00 

   Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

762.740.700,00 750.957.226,00 

b. PROGRAM PENYEDIAAN DAN 
PENGEMBANGAN SARANA 
PERTANIAN 
 

  16.035.672.186,00 15.846.555.398,00 

   Pengawasan Peredaran 
Sarana Pertanian 
 

2.499.977.000,00 2.489.144.000,00 

   Pengawasan Mutu, 
Penyediaan dan Peredaran 
Benih Tanaman 
 

6.681.103.090,00 6.618.469.530,00 

   Pengelolaan Sumber Daya 
Genetik (SDG) Hewan, 
Tumbuhan, dan Mikro 
Organisme Kewenangan 
Provinsi 
 

167.080.500,00 161.195.620,00 

   Peningkatan Ketersediaan 
dan Mutu Benih/Bibit 
Ternak dan Tanaman 
Pakan Ternak, Bahan 
Pakan, serta Pakan 

5.416.645.896,00 5.340.606.508,00 
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Kewenangan Provinsi 
 

   Pengendalian dan 
Pengawasan Penyediaan 
dan Peredaran Benih/Bibit 
Ternak dan Tanaman 
Pakan Ternak serta Pakan 
Kewenangan Provinsi 
 

320.865.700,00 302.687.740,00 

   Penyediaan Benih/Bibit 
Ternak dan Hijauan Pakan 
Ternak yang Sumbernya 
dari Daerah Provinsi Lain 
 

950.000.000,00 934.452.000,00 

c. PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 
 

  3.306.353.179,00 3.296.538.664,00 

   Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah 
Kejuruan 
 

3.306.353.179,00 3.296.538.664,00 

d. PROGRAM PENYEDIAAN DAN 
PENGEMBANGAN PRASARANA 
PERTANIAN 
 

  7.388.082.280,00 7.267.006.860,00 

   Penataan Prasarana 
Pertanian 
 

7.388.082.280,00 7.267.006.860,00 

e. PROGRAM PENGENDALIAN 
KESEHATAN HEWAN DAN 
KESEHATAN MASYARAKAT 
VETERINER 
 

  300.289.700,00 299.758.400,00 

   Penjaminan Kesehatan 
Hewan, Penutupan dan 
Pembukaan Daerah 
Wabah Penyakit Hewan 
Menular Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(satu) Daerah Provinsi 
 

190.290.000,00 189.759.900,00 

   Pengawasan Pemasukan 
dan Pengeluaran Hewan 
dan Produk Hewan Lintas 
Daerah Provinsi 
 

59.999.700,00 59.998.500,00 

   Pembinaan Penerapan 
Persyaratan Teknis 
Sertifikasi 
 Unit Usaha Produk Hewan 
 

50.000.000,00 50.000.000,00 

23. DINAS KEHUTANAN 
 

      

 PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  40.468.602.405,00 37.099.949.688,00 

   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

536.573.200,00 473.657.000,00 

   Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

34.629.563.688,00 34.629.563.688,00 

   Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat 
Daerah 
 

145.460.000,00 138.387.500,00 
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   Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
 

162.623.500,00 143.828.040,00 

   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

2.116.323.621,00 1.929.466.105,00 

   Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
 

125.310.000,00 102.078.500,00 

   Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

1.331.488.396,00 1.286.063.103,00 

   Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

1.421.260.000,00 1.327.165.732,00 

 PROGRAM PENGELOLAAN 
HUTAN 
 

  9.234.189.832,00 8.221.755.465,00 

   Rencana Pengelolaan 
Kesatuan Pengelolaan 
Hutan kecuali pada 
Kesatuan Pengelolaan 
Hutan Konservasi (KPHK) 
 

95.643.100,00 94.567.700,00 

   Pemanfaatan Hutan di 
Kawasan Hutan Produksi 
dan Hutan Lindung 

649.991.232,00 557.831.438,00 

   Pelaksanaan Rehabilitasi di 
Luar Kawasan Hutan 
Negara 
 

5.999.999.700,00 5.203.328.672,00 

   Pelaksanaan Perlindungan 
Hutan di Hutan Lindung 
dan Hutan Produksi 
 

2.388.555.800,00 2.285.495.175,00 

   Pelaksanaan Pengolahan 
Hasil Hutan Bukan Kayu 
(HHBK) 
 

100.000.000,00 80.532.480,00 

 PROGRAM PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN, PENYULUHAN 
DAN PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DI BIDANG 
KEHUTANAN 
 

  1.499.979.400,00 1.450.659.861,00 

   Pelaksanaan Penyuluhan 
Kehutanan Provinsi dan 
Pemberdayaan Masyarakat 
di Bidang Kehutanan 
 

1.499.979.400,00 1.450.659.861,00 

         

23. DINAS ENERGI DAN SUMBER 
DAYA MINERAL 
 

      

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  9.292.104.840,00 8.588.716.144,00 

   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

135.608.200,00 124.422.548,00 

   Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

7.212.393.540,00 6.669.605.437,00 
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   Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat 
Daerah 
 

39.720.000,00 32.490.600,00 

   Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
 

24.750.000,00 24.750.000,00 

   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

765.775.000,00 677.430.895,00 

   Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
 

85.720.000,00 84.593.600,00 

   Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

919.808.100,00 873.939.864,00 

   Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

108.330.000,00 101.483.200,00 

b. PROGRAM PENGELOLAAN 
ASPEK KEGEOLOGIAN 
 

  227.499.900,00 196.172.524,00 

   Penetapan Zona 
Konservasi Air Tanah pada 
Cekungan Air Tanah 
dalam Daerah Provinsi 
 

50.496.300,00 45.306.880,00 

   Penetapan Nilai Perolehan 
Air Tanah dalam Daerah 
Provinsi 

177.003.600,00 150.865.644,00 

c. PROGRAM PENGELOLAAN 
MINERAL DAN BATUBARA 
 

  249.999.600,00 233.585.771,00 

   Penetapan Wilayah Izin 
Usaha Pertambangan 
Mineral Bukan Logam dan 
Batuan dalam 1 (satu) 
Daerah Provinsi dan 
Wilayah Laut sampai 
dengan 12 Mil 
 

155.992.300,00 147.006.840,00 

   Penatausahaan Izin Usaha 
Pertambangan Mineral 
Bukan Logam dan Batuan 
dalam rangka Penanaman 
Modal Dalam Negeri pada 
Wilayah Izin Usaha 
Pertambangan Daerah 
yang Berada dalam 1 
(satu) Daerah Provinsi 
termasuk Wilayah Laut 
sampai dengan 12 Mil Laut 
 

43.865.100,00 39.739.300,00 

   Penatausahaan Izin 
Pertambangan Rakyat 
untuk Komoditas Mineral 
Logam, Batubara, Mineral 
Bukan Logam, dan Batuan 
dalam Wilayah 
Pertambangan Rakyat 
 

50.142.200,00 46.839.631,00 

d. PROGRAM PENGELOLAAN 
ENERGI BARU TERBARUKAN 
 

  497.858.100,00 437.326.816,00 
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   Pengelolaan aneka energi 
baru terbarukan berupa 
sinar matahari, angin, 
aliran dan terjunan air, 
gerakan dan perbedaan 
suhu lapisan laut dalam 
wilayah provinsi 
 

497.858.100,00 437.326.816,00 

e. PROGRAM PENGELOLAAN 
KETENAGALISTRIKAN 
 

  477.792.000,00 439.965.688,00 

   Penatausahaan Izin 
Operasi yang Fasilitas 
Instalasinya dalam Daerah 
Provinsi 
 

190.000.000,00 159.770.228,00 

   Penganggaran untuk 
Kelompok Masyarakat 
Tidak Mampu, 
Pembangunan Sarana 
Penyediaan Tenaga Listrik 
Belum Berkembang, 
Daerah Terpencil dan 
Perdesaan 
 

287.792.000,00 280.195.460,00 

         

25. DINAS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN 
 

      

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  11.283.805.203,00 10.553.406.543,48 

    Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

773.144.128,00 771.372.890,00 

    Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

5.968.780.983,00 5.573.226.331,00 

    Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
 

132.846.000,00 126.880.500,00 

    Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

778.200.200,00 764.927.430,00 

    Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
 

107.000.000,00 83.000.000,00 

    Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

3.126.148.392,00 2.883.230.251,00 

    Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

397.685.500,00 350.769.141,48 

b. PROGRAM PERIZINAN DAN 
PENDAFTARAN PERUSAHAAN 
 

  49.918.000,00 49.759.000,00 

   Pengendalian Usaha 
Perdagangan Bahan 
Berbahaya Pengecer 
Terdaftar 
 

49.918.000,00 49.759.000,00 

c. PROGRAM Perencanaan DAN 
PEMBANGUNAN INDUSTRI 
 

  3.707.431.820,00 3.584.222.257,00 
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   Penyusunan, Penerapan, 
dan Evaluasi Rencana 
Pembangunan Industri 
Provinsi 
 

3.707.431.820,00 3.584.222.257,00 

d. PROGRAM PENINGKATAN 
SARANA DISTRIBUSI 
PERDAGANGAN 
 

  4.684.645.302,00 3.635.353.560,00 

   Pembangunan dan 
Pengelolaan Pusat 
Distribusi Regional dan 
Pusat Distribusi Provinsi 
serta Pasar Lelang 
Komoditas 
 

4.684.645.302,00 3.635.353.560,00 

e. PROGRAM STABILISASI 
HARGA BARANG Kebutuhan 
POKOK DAN BARANG 
PENTING 
 

  1.472.500.000,00 1.440.890.500,00 

   Pengendalian Harga, 
Informasi Ketersediaan 
Stok Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang Penting 
pada Pelaku Usaha 
Distribusi Barang Lintas 
Kabupaten/Kota yang 
Terintegrasi dalam Sistem 
Informasi Perdagangan 
 

1.472.500.000,00 1.440.890.500,00 

f. PROGRAM PENGEMBANGAN 
EKSPOR 
 

  350.024.000,00 339.948.700,00 

   Penyelenggaraan Promosi 
Dagang melalui Pameran 
Dagang dan Misi Dagang 
bagi Produk Ekspor 
Unggulan yang terdapat 
pada lebih dari 1 (satu) 
Daerah Kabupaten/Kota 
dalam Provinsi 
 

350.024.000,00 339.948.700,00 

g. PROGRAM STANDARDISASI 
DAN PERLINDUNGAN 
KONSUMEN 
 

  382.240.000,00 382.240.000,00 

   Pelaksanaan Perlindungan 
Konsumen di Seluruh 
Daerah Kabupaten/Kota 
 

223.124.000,00 223.124.000,00 

   Pelaksanaan Pengujian 
dan Sertifikasi Mutu 
Produk di Seluruh Daerah 
Kabupaten/Kota 
 

87.240.000,00 84.840.000,00 

   Pelaksanaan Pengawasan 
Barang Beredar dan/atau 
Jasa di Seluruh Daerah 
Kabupaten/Kota 
 

71.876.000,00 67.174.000,00 

         

26. SEKRETARIAT DAERAH 
 

      

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  86.425.116.876,00 79.468.883.213,00 
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   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

105.439.900,00 102.908.394,00 

   Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

31.133.565.859,00 27.768.399.752,00 

   Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat 
Daerah 
 

128.116.000,00 54.595.367,00 

   Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
 

752.890.740,00 700.237.155,00 

   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

21.995.604.623,00 20.927.380.806,00 

   Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
 

61.500.000,00 61.500.000,00 

   Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

12.542.308.684,00 11.916.657.783,00 

   Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

10.496.360.100,00 9.848.706.200,00 

   Administrasi Keuangan 
dan Operasional Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah 
 

2.274.416.511,00 2.102.574.233,00 

    Fasilitasi 
Kerumahtanggaan 
Sekretariat Daerah 
 

6.066.593.079,00 5.184.290.783,00 

    Fasilitasi Materi dan 
Komunikasi Pimpinan 
 

164.341.000,00 152.465.620,00 

    Fasilitasi Keprotokolan 
 

703.980.380,00 649.167.120,00 

b. PROGRAM PENATAAN 
ORGANISASI 
 

  913.687.700,00 909.796.779,00 

   Fasilitasi Kelembagaan 
dan Analisis Jabatan 
 

520.000.000,00 519.666.844,00 

   Fasilitasi Reformasi 
Birokrasi dan Akuntabilitas 
Kinerja 
 

393.687.700,00 390.129.935,00 

c. PROGRAM PEMERINTAHAN 
DAN OTONOMI DAERAH 
 

  3.170.145.400,00 2.494.397.888,00 

   Pelaksanaan Tugas 
Pemerintahan 
 

150.000.000,00 148.581.400,00 

   Pelaksanaan Otonomi 
Daerah 
 

2.031.380.400,00 1.475.261.352,00 

   Fasilitasi Kerja Sama 
Daerah 
 

988.765.000,00 870.555.136,00 

d. PROGRAM KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 
 

  78.194.172.539,00 77.333.987.478,00 

   Fasilitasi Pembinaan 
Mental Spiritual 
 

72.929.079.219,00 72.365.816.706,00 
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   Fasilitasi Pengembangan 
Kesejahteraan Rakyat 
Pelayanan Dasar 
 

5.162.243.320,00 4.867.596.312,00 

e. PROGRAM FASILITASI DAN 
KOORDINASI HUKUM 
 

  1.050.475.700,00 1.020.471.508,00 

   Fasilitasi Penyusunan 
Perundang-Undangan 
 

472.841.000,00 457.157.108,00 

   Fasilitasi Bantuan Hukum 
 

577.634.700,00 563.314.400,00 

f. PROGRAM PEREKONOMIAN 
DAN PEMBANGUNAN 
 

  1.766.848.260,00 1.596.377.522,00 

   Pengelolaan Kebijakan dan 
Koordinasi Perekonomian 
 

1.256.659.860,00 1.112.897.504,00 

   Pengelolaan Kebijakan dan 
Koordinasi Sumber Daya 
Alam 
 

270.120.900,00 249.781.318,00 

   Pengelolaan Kebijakan dan 
Koordinasi BUMD dan 
BLUD 
 

240.067.500,00 233.698.700,00 

g. PROGRAM KEBIJAKAN DAN 
PELAYANAN PENGADAAN 
BARANG DAN JASA 
 

  1.020.226.480,00 755.770.287,00 

   Pengelolaan Pengadaan 
Barang dan Jasa 
 

146.755.000,00 133.092.288,00 

   Pengelolaan Layanan 
Pengadaan Secara 
Elektronik 
 

423.599.480,00 193.703.814,00 

   Pembinaan dan Advokasi 
Pengadaan Barang dan 
Jasa 
 

449.872.000,00 428.974.185,00 

h. PROGRAM KEBIJAKAN 
ADMINISTRASI 
PEMBANGUNAN 
 

  693.180.000,00 610.670.907,00 

   Pengendalian Administrasi 
Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah 
 

393.180.000,00 343.664.802,00 

   Pelaporan Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah 
 

300.000.000,00 267.006.105,00 

         

27. SEKRETARIAT DPRD 
 

      

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  60.308.420.327,00 53.374.384.072,00 

   Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

35.862.625.265,00 34.780.656.135,00 

   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

6.977.769.891,00 6.227.623.003,00 

   Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
 

1.002.011.600,00 0,00 

   Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

10.402.785.576,00 8.756.003.787,00 
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   Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

4.393.227.995,00 2.155.443.365,00 

   Layanan Administrasi 
DPRD 
 

1.670.000.000,00 1.454.657.782,00 

b. PROGRAM DUKUNGAN 
PELAKSANAAN TUGAS DAN 
FUNGSI DPRD 
 

  44.094.922.966,00 42.535.922.984,00 

   Pembentukan Perda dan 
Peraturan DPRD 
 

2.295.859.000,00 2.270.625.170,00 

   Pembahasan Kebijakan 
Anggaran 
 

3.475.150.590,00 2.779.394.395,00 

   Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
 

6.377.297.040,00 5.978.322.700,00 

   Peningkatan Kapasitas 
DPRD 
 

12.387.047.126,00 12.077.600.017,00 

   Penyerapan dan 
Penghimpunan Aspirasi 
Masyarakat 
 

12.365.114.210,00 12.260.916.800,00 

   Fasilitasi Tugas DPRD 
 

7.194.455.000,00 7.169.063.902,00 

         

28. BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 
 

      

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  10.398.834.022,00 9.881.631.432,00 

   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

204.776.671,00 179.572.941,00 

   Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

6.405.107.609,00 6.218.741.336,00 

   Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
 

104.055.400,00 92.533.780,00 

   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

128.755.100,00 125.028.190,00 

   Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
 

778.840.000,00 677.840.000,00 

   Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

2.325.269.248,00 2.256.930.087,00 

   Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

452.029.994,00 330.985.098,00 

b. PROGRAM PERENCANAAN 
PENGENDALIAN, DAN 
EVALUASI PEMBANGUNAN 
DAERAH 
 

  4.534.281.900,00 4.123.121.480,00 

   Penyusunan Perencanaan 
dan Pendanaan 
 

3.295.071.800,00 3.025.126.440,00 
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   Analisis Data dan 
Informasi Pemerintahan 
Daerah Bidang 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
 

315.023.750,00 272.448.216,00 

   Pengendalian, Evaluasi 
dan Pelaporan Bidang 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
 

924.186.350,00 825.546.824,00 

c. PROGRAM PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN DAERAH 
 

  858.768.300,00 790.991.667,00 

   Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Sosial dan Kependudukan 
 

316.256.000,00 295.217.000,00 

   Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Ekonomi dan 
Pembangunan 
 

300.000.000,00 262.716.988,00 

   Pengembangan Inovasi 
dan Teknologi 
 

242.512.300,00 233.057.679,00 

d. PROGRAM KOORDINASI DAN 
SINKRONISASI 
PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 
 

  3.249.211.700,00 2.505.017.943,00 

    Koordinasi Perencanaan 
Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 
 

1.190.408.400,00 993.815.293,00 

    Koordinasi Perencanaan 
Bidang Perekonomian dan 
SDA (Sumber Daya Alam) 

1.404.012.800,00 984.689.780,00 

    Koordinasi Perencanaan 
Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 
 

654.790.500,00 526.512.870,00 

          

29. BADAN PENGELOLA 
KEUANGAN DAN ASET 
DAERAH 
 

      

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  10.868.740.756,00 9.816.697.550,00 

   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

439.961.337,00 434.406.068,00 

   Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

6.985.680.945,00 6.110.140.004,00 

   Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
 

135.983.254,00 122.195.083,00 

   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

735.171.000,00 731.199.541,00 

   Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

2.190.864.220,00 2.038.390.361,00 
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   Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

381.080.000,00 380.366.493,00 

b. PROGRAM PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH 
 

  313.807.039.033,97 304.937.431.968,00 

   Koordinasi dan 
Penyusunan Rencana 
Anggaran Daerah 
 

4.595.947.317,00 4.281.682.750,00 

   Pembinaan Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
Kabupaten/Kota 
 

1.409.737.410,00 1.310.325.291,00 

   Koordinasi dan 
Pengelolaan 
Perbendaharaan Daerah 
 

1.087.160.600,00 958.357.026,00 

   Koordinasi dan 
Pelaksanaan Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan 
Daerah 
 

1.252.277.500,00 1.217.575.892,00 

   Penunjang Urusan 
Kewenangan Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
 

304.514.999.806,97 296.490.922.512,00 

   Pengelolaan Data dan 
Implementasi Sistem 
Informasi Pemerintah 
Daerah Lingkup Keuangan 
Daerah 
 

946.916.400,00 678.568.497,00 

c. PROGRAM PENGELOLAAN 
BARANG MILIK DAERAH 
 

  896.825.960,00 731.192.924,00 

   Pengelolaan Barang Milik 
Daerah 

896.825.960,00 731.192.924,00 

        

30. BADAN PENDAPATAN 
DAERAH 
 

      

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  32.228.686.341,00 30.180.543.260,00 

   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

990.528.283,00 789.583.390,00 

   Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

19.826.213.522,00 18.776.082.853,00 

   Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat 
Daerah 
 

222.954.128,00 194.586.408,00 

   Administrasi Pendapatan 
Daerah Kewenangan 
Perangkat Daerah 
 

937.249.000,00 792.571.027,00 

   Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
 

195.972.400,00 178.398.057,00 

   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

3.630.767.488,00 3.522.917.073,00 

   Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 

476.879.200,00 471.199.665,00 
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Pemerintah Daerah 
 

   Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

4.641.072.420,00 4.245.639.065,00 

   Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

1.307.049.900,00 1.209.565.722,00 

b. PROGRAM PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH 
 

  536.453.000,00 531.000.539,00 

   Koordinasi dan 
Pengelolaan 
Perbendaharaan Daerah 
 

536.453.000,00 531.000.539,00 

c. PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAERAH 
 

  3.842.103.500,00 3.576.730.799,00 

   Kegiatan Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 
 

3.842.103.500,00 3.576.730.799,00 

         

31. BADAN KEPEGAWAIAN 
DAERAH 
 

      

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  6.334.493.931,00 5.707.438.348,00 

   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

176.009.200,00 174.476.248,00 

   Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

5.187.375.397,00 4.631.930.202,00 

   Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
 

142.096.000,00 118.015.708,00 

    Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

488.585.710,00 444.363.336,00 

    Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

259.627.624,00 258.211.268,00 

    Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

80.800.000,00 80.441.586,00 

b. PROGRAM KEPEGAWAIAN 
DAERAH 
 

  3.095.768.876,00 2.813.684.889,00 

   Pengadaan, 
Pemberhentian dan 
Informasi Kepegawaian 
ASN 
 

1.696.270.615,00 1.659.284.452,00 

   Mutasi dan Promosi ASN 
 

689.873.800,00 468.774.927,00 

   Pengembangan 
Kompetensi ASN 
 

310.473.950,00 304.028.125,00 

   Penilaian dan Evaluasi 
Kinerja Aparatur 
 

399.150.511,00 381.597.385,00 

         

32. BADAN PENGEMBANGAN 
SUMBERDAYA MANUSIA 
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a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  9.750.318.239,00 9.066.241.209,00 

   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

33.000.000,00 32.930.000,00 

   Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

7.002.318.239,00 6.406.206.894,00 

   Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
 

121.243.000,00 110.969.274,00 

   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

206.557.480,00 189.483.278,00 

   Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

2.132.699.520,00 2.072.349.730,00 

   Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

254.500.000,00 254.302.033,00 

b. PROGRAM PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA MANUSIA 
 

  5.814.000.000,00 3.266.482.372,00 

   Pengembangan 
Kompetensi Teknis 
 

812.000.000,00 759.780.500,00 

   Sertifikasi, Kelembagaan, 
Pengembangan 
Kompetensi Manajerial 
dan Fungsional 
 

5.002.000.000,00 2.506.701.872,00 

         

33. INSPEKTORAT 
 

      

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  12.829.530.802,00 11.878.965.557,00 

   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

143.370.000,00 142.845.000,00 

   Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

9.217.696.803,00 8.462.925.573,00 

   Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
 

463.857.000,00 438.411.960,00 

   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

1.792.361.639,00 1.745.708.463,00 

   Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

596.769.360,00 571.200.000,00 

   Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

615.476.000,00 517.874.561,00 

b. PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PENGAWASAN 
 

  3.552.365.000,00 3.380.747.568,00 
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   Penyelenggaraan 
Pengawasan Internal 
 

2.967.465.000,00 2.796.317.728,00 

   Penyelenggaraan 
Pengawasan dengan 
Tujuan Tertentu 
 

584.900.000,00 584.429.840,00 

c. PROGRAM PERUMUSAN 
KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN 
DAN ASISTENSI 
 

  1.364.793.000,00 1.349.198.306,00 

   Perumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang 
Pengawasan dan Fasilitasi 
Pengawasan 
 

827.040.000,00 818.398.306,00 

   Pendampingan dan 
Asistensi 
 

537.753.000,00 530.800.000,00 

         

34. BADAN KESATUAN BANGSA 
DAN POLITIK 
 

      

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  7.158.397.366,00 6.540.359.222,00 

   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

79.710.700,00 79.627.150,00 

    Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

4.476.110.612,00 3.965.743.652,00 

    Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
 

262.445.800,00 251.995.000,00 

    Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

1.617.667.150,00 1.567.032.259,00 

    Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

514.195.104,00 504.526.267,00 

    Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

208.268.000,00 171.434.894,00 

b. PROGRAM PENGUATAN 
IDEOLOGI PANCASILA DAN 
KARAKTER KEBANGSAAN 
 

  4.423.952.600,00 4.111.674.910,00 

   Perumusan Kebijakan 
Teknis dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ideologi Pancasila dan 
Karakter Kebangsaan 
 

4.423.952.600,00 4.111.674.910,00 

c. PROGRAM PENINGKATAN 
PERAN PARTAI POLITIK DAN 
LEMBAGA PENDIDIKAN 
MELALUI PENDIDIKAN 
POLITIK DAN 
PENGEMBANGAN ETIKA 
SERTA BUDAYA POLITIK 
 

  255.191.333.496,00 254.843.375.260,00 
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   Perumusan Kebijakan 
Teknis dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pendidikan Politik, Etika 
Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan 
dan Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan 
 

255.191.333.496,00 254.843.375.260,00 

d. PROGRAM PEMBERDAYAAN 
DAN PENGAWASAN 
ORGANISASI 
KEMASYARAKATAN 
 

  488.128.000,00 460.616.640,00 

   Perumusan Kebijakan 
Teknis dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pemberdayaan dan 
Pengawasan Organisasi 
Kemasyarakatan 
 

488.128.000,00 460.616.640,00 

e. PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGEMBANGAN KETAHANAN 
EKONOMI, SOSIAL, DAN 
BUDAYA 
 

  442.888.400,00 432.879.394,00 

   Perumusan Kebijakan 
Teknis dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ketahanan Ekonomi, 
Sosial dan Budaya 
 

442.888.400,00 432.879.394,00 

f. PROGRAM PENINGKATAN 
KEWASPADAAN NASIONAL 
DAN PENINGKATAN 
KUALITAS DAN FASILITASI 
PENANGANAN KONFLIK 
SOSIAL 

  807.799.000,00 772.552.836,00 

   Perumusan Kebijakan 
Teknis dan Pelaksanaan 
Pemantapan Kewaspadaan 
Nasional dan Penanganan 
Konflik Sosial 
 

807.799.000,00 772.552.836,00 

         

35. BADAN PENGHUBUNG 
 

      

a. ROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  6.758.764.254,00 5.993.727.442,00 

   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

151.836.000,00 148.274.472,00 

   Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

3.178.995.298,00 2.999.730.836,00 

   Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat 
Daerah 
 

138.785.345,00 134.838.615,00 
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Sumber : Diolah dari data BPKAD Tahun 2024 
 

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah 

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah 

   Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
 

37.878.000,00 35.617.569,00 

   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

201.013.200,00 200.663.573,00 

   Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
 

55.000.000,00 54.000.000,00 

   Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

858.728.387,00 796.697.619,00 

   Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

2.136.528.024,00 1.623.904.758,00 

b. PROGRAM PELAYANAN 
PENGHUBUNG 
 

  1.616.965.044,00 1.413.795.162,00 

   Pelaksanaan Pelayanan 
Penghubung 
 

1.616.965.044,00 1.413.795.162,00 

         

36. BADAN PENGELOLA 
PERBATASAN DAERAH 
 

      

a. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 
 

  4.253.048.640,00 3.921.206.047,00 

   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
 

5.800.000,00 5.800.000,00 

   Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 

2.650.531.000,00 2.494.799.333,00 

   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
 

571.567.000,00 503.804.753,00 

    Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
 

413.178.000,00 312.817.000,00 

    Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

326.732.640,00 321.395.199,00 

    Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

285.240.000,00 282.589.762,00 

b. PROGRAM PENGELOLAAN 
PERBATASAN 
 

  825.000.000,00 755.094.133,00 

    Perencanaan dan Fasilitasi 
Kerja Sama 
 

150.000.000,00 141.761.034,00 

    Pelaksanaan Kewilayahan 
Perbatasan 
 

525.000.000,00 471.951.797,00 

    Monitoring dan Evaluasi 
 

150.000.000,00 141.381.302,00 
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Permasalahan Daerah Provinsi Maluku diidentifikasi berdasarkan hasil analisis aspek 

kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum sebagai berikut :   

a. Belum optimalnya akses dan layanan kesehatan;  

b. Tingkat kemiskinan Provinsi Maluku masih tinggi; 

c. Masih tingginya tingkat pengangguran;  

d. Belum meratanya kualitas dan aksesibilitas Pendidikan 

e. Ekonomi Maluku masih mengandalkan sektor primer; 

f. Infrastruktut belum merata dan memadai serta konektivitas antar pulau yang masih 

rendah; 

g. Kesenjangan antara wilayah masih tinggi; 

h. Pencemaran dan kerusakan lingkungan serta ancaman bencana; 

i. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. 

Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 

1. Bidang Pendidikan 

a. Standar pelayanan minimal pendidikan belum tercapai; 

b. Belum optimalnya aksesibilitas, sarana prasarana dan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan Pendidikan; 

c. Terbatasnya Kuantitas dan Rendahnya Kualitas Guru; 

d. Belum meratanya distribusi guru baik kuantitas maupun kualitas; 

e. Terbatasnya pendidikan berbasis kompetensi, potensi wilayah dan budaya local; 

f. Dampak negatif informasi dan teknologi terhadap peserta didik menurunkan minat 

belajar; 

g. Belum optimalnya implementasi pendidikan karakter. 

 
 

2. Bidang Kesehatan 

a. Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata dan terbatasnya jumlah tenaga 

kesehatan tertentu; 

b. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan; 

c. Belum optimalnya implementasi pelayanan kesehatan gugus pulau di Kabupaten/Kota; 

d. Masih ada ancaman penyakit menular maupun tidak menular, serta meningkatnya 

penyakit degenarif; 

e. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS); 

f. Rendahnya Gerakan SUN (Scalling Up Nutrition) untuk perbaikan gizi masyarakat 

karena dukungan lintas sektor terkait yang belum memadai. 

 

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

a. Rendahnya kemantapan jalan; 

b. Terbatasnya aksesibilitas dan konektivitas inter dan antar pulau; 

c. Rendahnya rasio jaringan irigasi; 

d. Rendahnya akses air minum layak; 

e. Rendahnya akses masyarakat kepulauan terhadap air bersih; 

f. Terbatas infrastruktur perumahan yang mendukung sektor pendidikan; 
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g. Kurangnya kesadaran produk tata ruang yang telah disusun sebagai produk yang 

berkekuatan hukum; 

h. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib penataan ruang. 

 

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

a. Rendahnya rasio rumah layak huni; 

b. Rendahnya rasio pemukiman layak huni; 

c. Masih tingginya backlog. 

 

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

a. Masih terbatasnya kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP; 

b. Masih terbatasnya kegiatan pembinaan politik daerah kepada masyarakat oleh parpol; 

c. Masih rendahnya rasio jumlah Linmas, rasio jumlah Pos Siskamling dan rasio jumlah 

Polisi Pamong Praja; 

d. Masih terbatasnya cakupan patroli petugas Satpol PP; 

e. Provinsi Maluku rentan terhadap bencana alam. 

 

6. Bidang Sosial 

a. Masih tingginya penyandang masalah sosial yang terkait dengan rehabilitasi sosial 

dasar, penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial serta 

rendahnya pemberian perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap 

darurat bencana bagi korban bencana; 

b. Masih tingginya penyandang masalah fakir miskin dan orang tidak mampu; 

c. Masih rendahnya kualitas pelayanan sosial termasuk pemberian pelayanan bagi orang 

dengan HIV/Aids (ODA) dan korban napza (narkotika, psikotropika dan zat aditif 

lainnya); 

d. Belum optimal penanganan Komunitas Adat Terpencil (KAT); 

e. Kualitas data kemiskinan masih rendah dan terbatasnya penjangkauan masyarakat 

miskin dan orang tidak mampu; 

f. Belum optimalnya pelaksanaan pemutakhiran data kemiskinan (PFM dan OTM); 

g. Belum adanya pelayanan satu pintu dalam perlindungan sosial dan penanggulangan 

kemiskinan; 

h. Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan program perlindungan sosial dan 

penanggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah. 

 

7. Bidang Tenaga Kerja 

a. Terbatasnya lapangan kerja; 

b. Kualitas dan daya saing pencari kerja belum sesuai kebutuhan pasar; 

c. Kurangnya inovasi dan kreatifitas dalam menciptakan lapangan kerja baru sesuai 

potensi wilayah; 

d. Kurangnya data perencanaan dan informasi peluang kerja dalam dan luar negeri; 

e. Belum terbangunnya kerjasama dengan lembaga pendidikan (Terutama Pendidikan 

Tinggi dan Vokasi). 
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8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

a. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak; 

b. Belum optimal perencanaan penganggaran berbasis gender; 

c. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

d. Kurangnya pengembangan usaha ekonomi produktif perempuan; 

e. Belum optimalnya peran media massa dan elektronik dalam pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak; 

f. Kurangnya pemahaman komprehensif terhadap isu gender. 

 

9. Bidang Pangan 

a. Kurangnya pemahaman tentang prinsip dan nilai ketahanan pangan; 

b. Belum adanya/terupdatenya pemetaan potensi daerah rawan pangan; 

c. Belum adanya sistem dan mekanisme distribusi pangan sesuai peta rawan pangan; 

d. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber pangan; 

e. Rendahnya inovasi dan kreatifitas pengolahan dan pemanfaatan keragaman pangan; 

f. Belum adanya penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. 

 

10. Bidang Pertanahan 

a. Adanya ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfataan Tanah 

(P4T); 

b. Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan 

pembangunan. 

 

11. Bidang Lingkungan Hidup 

a. Belum adanya pemetaan potensi kerusakan lingkungan; 

b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Lingkungan; 

c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kualitas lingkungan 

hidup berkelanjutan; 

d. Kurangnya pengawasan lingkungan hidup; 

e. Belum adanya program pendidikan masyarakat tentang lingkungan hidup; 

f. Belum optimalnya gerakan dan budaya masyarakat bersih lingkungan; 

g. Belum optimalnya kerjasama antara institusi dalam pengelolaan lingkungan secara 

berkelanjutan. 

 

12. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 

a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib administrasi 

kependudukan; 

b. Tingginya tingkat pertumbuhan kependudukan. 

 

13. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

a. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa dan tata kelola 

pemerintahan desa dan/atau negeri; 
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b. Rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia masyarakat desa dan/atau negeri; 

c. Belum sinerginya program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antar 

pemerintah. (perencanaan dan penganggaran); 

d. Terbatasnya data indikator dan potensi serta informasi pembangunan desa dan/atau 

negeri;  

e. Belum adanya pembangunan desa berbasis kearifan lokal. (model);  

f. Belum optimalnya pendekatan untuk percepatan pembangunan desa menjadi desa 

berkembang dan mandiri di setiap gugus pulau. 

 

14. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

a. Masih tingginya rata-rata jumlah anak per keluarga; 

b. Masih rendahnya persentase akseptor KB yang aktif; 

c. Masih adanya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. 

 

15. Bidang Perhubungan 

a. Belum optimalnya integrasi sistem transportasi yang berbasis kepulauan; 

b. Terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan yang berbasis kepulauan; 

c. Kurangnya Sumber Daya Manusia Perhubungan; 

d. Kurangnya pemahaman pentingnya keselamatan dan keamanan transportasi. 

 

16. Bidang Komunikasi dan Informasi 

a. Terbatasnya infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten/Kota; 

b. Terbatasnya kualitas dan kapasitas telekomunikasi; 

c. Terbatasnya penyebarluasan media informasi pada masyarakat; 

d. Terbatasnya siaran TVRI Ambon ke masyarakat di Kabupaten/Kota; 

e. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia komunikasi dan informasi; 

f. Kurangnya pengawasan dalam penyalahgunaan media informasi; 

g. Rendahnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam mengelola informasi (peran 

masyarakat sebagai jurnalis lokal). 

 

17. Bidang Koperasi dan UMKM 

a. Belum optimalnya manajemen koperasi dan UKM; 

b. Terbatasnya akses pelaku usaha terhadap permodalan; 

c. Rendahnya Inovasi dan adopsi teknologi dan pengembangan desain produk; 

d. Terbatasnya jaringan pasar industri kecil dan kemitraan usaha; 

e. Belum berkembangnya jiwa kewirausahaan; 

f. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia pelaku usaha; 

g. Kurang partisipasinya masyarakat dalam mengembangkan koperasi. 

 

18. Bidang Penanaman Modal 

a. Iklim investasi belum kondusif (keamanan, infrastruktur, dukungan masyarakat, 

promosi, regulasi); 

b. Belum optimalnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 
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c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia pengelola urusan penanaman modal; 

d. Belum optimalnya sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

 

19. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 

a. Terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olahraga; 

b. Belum optimalnya pembinaan kepemudaan; 

c. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga; 

d. Terbatasnya tenaga pelatih professional; 

e. Belum optimalnya manajemen organisasi pemuda dan olah raga; 

f. Belum berkembangnya organisasi keolahragaan di tingkat desa dan/atau negeri. 

 

20. Bidang Statistik 

a. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia dan komitmen dalam pengolahan 

data statistik;  

b. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan data statistik. 

 

21. Bidang Persandian 

a. Terbatasnya sumber daya aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi dalam 

urusan persandian; 

b. Terbatasnya sarana dan prasarana persandian. 

 

22. Bidang Kebudayaan 

a. Masih rendahnya penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari; 

b. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya; 

c. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia pelaku budaya; 

d. Rendahnya minat masyarakat dalam mempelajari budaya daerah dan penyelamatan 

aset budaya. 

 

23. Bidang Perpustakaan 

a. Terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola perpustakaan; 

b. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perpustakaan bagi 

pengembangan kualitas bangsa; 

c. Pengelolaan perpustakaan yang belum professional; 

d. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan; 

e. Terbatasnya koleksi bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan; 

f. Menurunnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan. 

 

24. Bidang Kearsipan 

a. Terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola kearsipan; 

b. Terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan; 

c. Belum optimalnya penataan tertib arsip; 

d. Belum sinergi pengelolaan kearsipan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

 

25. Bidang Kelautan dan Perikanan 
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a. Belum optimalnya pemanfaatan wilayah pesisir untuk budidaya perikanan; 

b. Terbatasnya sarana prasarana perikanan budidaya, tangkap dan pengelolaan hasil 

kelautan dan perikanan; 

c. Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan pasca panen; 

d. Rendahnya pengawasan sumber daya kelautan (illegal unreported unregulated 

fishing); 

e. Kurangnya pembinaan terhadap kelompok nelayan; 

f. Tingginya kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya; 

g. Belum adanya kolaborasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan antara 

nelayan, pemerintah dan pengusaha; 

h. Rendahnya pemahaman budaya maritim; 

i. Lunturnya implementasi kearifan lokal pengelolaan sumber daya kelautan dan 

perikanan; 

j. Belum adanya pengelolaan sumber daya perikanan yang berbasis ekosistem dan 

konektivitas antar sumber daya, sosial dan ekonomi; 

k. Belum optimalnya inisiasi, pencadangan dan penetapan serta pengelolaan dan 

pencadangan Kawasan-kawasan lindung/konservasi pesisir dan laut; 

l. Belum adanya transformasi bisnis dan praktek perikanan berkelanjutan. 

 

26. Bidang Pariwisata 

a. Masih kurangnya kolaborasi masyarakat, pemerintah dan pengusaha dalam 

pengembangan pariwisata; 

b. Rendahnya kualitas SDM pengelola dan pelaku usaha pariwisata; 

c. Terbatasnya infrastruktur pendukung pariwisata berskala internasional; 

d. Rendahnya promosi dan daya saing pariwisata; 

e. Belum dikembangkannya kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata; 

f. Kurangnya inovasi dan kreatifitas dalam mengembangkan daya tarik wisata tahunan; 

g. Belum adanya transformasi bisnis dan praktek-praktek pariwisata bertanggung jawab 

dan berkelanjutan. 

 

27. Bidang Pertanian 

a. Rendahnya produktivitas pangan strategis dan pangan lokal; 

b. Terbatasnya infrastruktur pertanian (gudang, irigasi, dll); 

c. Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi dan informasi, pasar dan 

permodalan; 

d. Alih fungsi lahan pertanian masih cukup tinggi; 

e. Pemberdayaan terhadap kelompok petani terbatas dan belum tepat sasaran; 

f. Terbatasnya SDM penyuluh pertanian; 

g. Belum optimalnya manajemen sumber daya pertanian; 

h. Belum adanya kolaborasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil pertanian antara 

petani, pemerintah dan pengusaha; 

i. Terbatasnya bantuan kepada petani (bibit, pupuk, peralatan); 

j. Rendahnya pengembangan komoditas perkebunan unggulan daerah (pala, cengkih, 

kelapa dan coklat). 
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28. Bidang Kehutanan 

a. Masih tingginya klaim masyarakat adat atas hak ulayat pada kawasan hutan dan 

penggunaan kawasan hutan non procedural; 

b. Tingginya kerusakan ekosistem mangrove dan lahan kritis yang luas tersebar di 

Kabupaten/Kota; 

c. Belum optimalnya pemanfataan Sumber Daya Hutan (SDH); 

d. Belum optimalnya pelaksanaan perhutanan sosial; 

e. Rendahnya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan; 

f. Masih tingginya penebangan liar dan peredaran kayu ilegal; 

g. Belum ditetapkannya tata batas antar kawasan hutan; 

h. Adanya potensi usaha pertambangan pada kawasan hutan lindung. 

 

29. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral 

a. Belum tercapainya cakupan rasio elektrifikasi 100%; 

b. Tingginya penambangan sumber daya mineral secara ilegal; 

c. Belum optimalnya diversifikasi dan pemanfaatan energi baru terbarukan; 

d. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang dampak penambangan illegal; 

e. Terbatasnya SDM pengelolaan sumberdaya mineral; 

f. Lemahnya sistem monitoring pengelolaan tambang hulu ke hilir. 

 

30. Bidang Perdagangan 

a. Rendahnya daya saing produk di pasar nasional maupun global; 

b. Belum lancarnya distribusi bahan pokok/barang strategis; 

c. Belum adanya sistim resi gudang yang mendukung stabilitas harga; 

d. Belum adanya pusat promosi daerah; 

e. Belum adanya pasar induk terpadu provinsi. 

 

31. Bidang Perindustrian 

a. Masih kurangnya dukungan terhadap pengembangan Industri Kecil Menengah; 

b. Terbatasnya industri berbasis sumberdaya lokal; 

c. Belum ditetapkannya kawasan industri berbasis potensi; 

d. Terbatasnya SDM terkait industri; 

e. Belum adanya kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan industri 

di Maluku. 

 

32. Bidang Transmigrasi 

a. Kurangnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi; 

b. Kurangnya kesiapan Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan transmigran baik di 

daerah asal maupun daerah tujuan transmigrasi; 

c. Belum optimalnya kota terpadu mandiri transmigrasi; 

d. Kurangnya pemberdayaan masyarakat lokal disekitar kawasan transmigrasi. 
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B. Visi dan Misi Kepala Daerah 

1. Visi 

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 menetapkan Visi 

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Pernyataan Visi di atas mengandung makna sebagai berikut:  

 Maluku yang Terkelola secara Jujur, Bersih dan Melayani, bermakna: Seluruh 

jajaran pemerintahan Provinsi Maluku harus bebas dari segala bentuk praktek korupsi, 

kolusi dan nepotisme serta memiliki kewajiban melayani masyarakat dengan hati yang 

jujur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Maluku.  

 Maluku yang terjamin dalam Kesejahteraan bermakna: Dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, Gubernur dan Wakil Gubernur beserta seluruh jajaran pemerintahan 

Provinsi Maluku, memiliki komitmen kuat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi  masyarakat di seluruh 

wilayah Provinsi Maluku. 

 Maluku yang Berdaulat atas Gugusan Kepulauan bermakna: Pengelolaan sumber 

daya alam di seluruh wilayah kepulauan Provinsi Maluku, dilakukan dengan 

memanfaatkan segala kewenangan yang ada untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

seluruh masyarakat Maluku. 

 

2. Misi 

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku 2019-2024 tersebut, maka 

ditetapkan Misi, yakni: 

 Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani 

Misi ini menggambarkan wujud reformasi birokrasi yang ingin dicapai, yaitu Good 

Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang dimanifestasikan dalam 

berbagai skala baik berupa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bersih, responsif, kolaboratif dan komunikatif, optimalisasi 

pelayanan publik, akuntabilitas serta pengawasan yang intensif.  

 Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Murah dan Terjangkau 

Misi ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan baik guru maupun 

murid, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta memastikan tata kelola 

penyelenggaraan pendidikan berbiaya murah dan terjangkau secara merata di seluruh 

wilayah Provinsi Maluku. Demikian halnya dengan sektor kesehatan, dengan misi ini 

diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan dokter dan tenaga medis serta sarana dan 

prasarana kesehatan secara merata, berbiaya murah dan terjangkau di seluruh wilayah 

kepulauan Maluku dengan dukungan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

yang baik, akan memberikan dampak terhadap meningkatnya kualitas SDM serta 

Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, 

Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan 

Kepulauan 
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kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Provinsi Maluku 

masih terus dikembangkan dengan pendekatan fungsional gugus pelayanan kesehatan 

untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat Maluku hingga ke pulau-

pulau terpencil, terdepan dan terluar.  

 Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan 

Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan 

Maluku yang dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk kesejahteraan seluruh 

masyarakat, diantaranya melalui peningkatan ketrampilan petani dan nelayan, 

peningkatan daya saing produk sumber daya alam, dukungan terhadap industri kecil 

dan menengah, meningkatkan ketahanan pangan dan semakin fokus dalam upaya 

percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan memperhatikan aspek 

keberlanjutan lingkungan, adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana serta tata 

ruang.   

 Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau 

Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis gugus 

pulau, dengan meningkatkan akses transportasi serta ketersediaan infrastruktur wilayah 

dan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas di seluruh wilayah kepulauan 

Maluku. Aksesibilitas dan konektivitas wilayah menjadi kebutuhan mutlak dalam 

pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur membutuhkan anggaran yang 

sangat besar. Mengingat infrastruktur merupakan investasi pembangunan pendorong 

lahirnya pusat-pusat pertumbuhan baru, mengurangi beban logistik dan berkontribusi 

dalam menjaga stabilitas harga serta mempercepat perpindahan manusia, barang dan 

juga jasa, maka sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan 

infrastruktur di Provinsi Maluku akan terus didorong dengan mengupayakan sumber-

sumber pendanaan di luar APBD dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.  

 Meningkatkan Suasana Kondusif untuk Investasi, Budaya dan Pariwisata 

Misi ini bertujuan untuk menjamin stabilitas keamanan yang kondusif secara 

berkelanjutan dengan senatiasa membangun kerja sama yang baik dan saling 

mendukung antara Pemerintah Daerah, TNI dan POLRI serta seluruh komponen 

masyarakat, disertai memperkuat budaya dan kearifan lokal yang merupakan jati diri 

orang Maluku dengan senantiasa tetap menghargai multikulturalisme sehingga dapat 

memberi landasan yang positif terhadap masuknya investasi serta berkembangnya 

pariwisata daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada serta 

khazanah kebudayaan yang beraneka ragam. 

 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Kreatif, Mandiri dan 

Berprestasi 

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

berdaya saing, memiliki kreatifitas yang tinggi secara mandiri terutama bagi generasi 

muda serta mendorong pencapaian prestasi olahraga melalui pembinaan, penyediaan 

sarana dan prasarana olahraga. Disamping itu, misi ini juga menegaskan pembangunan 

di Maluku tetap memperhatikan dan memberi ruang partisipasi bagi seluruh kelompok 

masyarakat termasuk kelompok rentan dengan prinsip tujuan pembangunan 

berkelanjutan yaitu tidak seorangpun ditinggalkan (no one left behind). 
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3. Tujuan Provinsi Maluku 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan 

RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah menyatakan tujuan 

adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) 

Tahunan.  

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui 

keberhasilan/kegagalan entitas pemerintahan (Pemerintah Daerah) dalam mewujudkan visi 

dan misi yang telah dijanjikan adalah melihat pencapaian tujuan dengan membandingkan 

kondisi awal masa pemerintahan dengan kondisi akhir masa pemerintahan.  

Berikut adalah kondisi awal serta kondisi akhir yang ingin dituju Provinsi Maluku 

berdasarkan Visi dan Misi RPJMD Perubahan tahun 2019-2024 : 

 Misi Pertama adalah “Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani” 

dengan Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”. Berikut 

adalah kondisi yang ingin dituju pada tahun 2024 :  
 

Tujuan Indikator Tujuan 
Kondisi 

2019 

Target 

2024 

Mewujudkan Tata 
Kelola Pemerintahan 
yang Baik dan Bersih 

Indeks Reformasi 
Birokrasi 

CC (58,20) BB (72,50) 

 

 Misi kedua adalah “Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Murah dan 

Terjangkau” dengan Tujuan “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, 

Unggul dan Berdaya Saing”. Berikut adalah kondisi yang ingin dituju pada tahun 2024 :  
 

Tujuan Indikator Tujuan 
Kondisi 

2019 
Target 
2024 

Meningkatkan 
Kualitas Sumber Daya 
Manusia yang Sehat, 

Unggul dan Berdaya 
Saing 

Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) 

69,45 70,69 

 

 Misi ketiga adalah “Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan” dengan 

memiliki 2 (dua) tujuan yakni “Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Pembangunan 

Ekonomi Berkelanjutan”; dan “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat”. Berikut 

adalah kondisi yang ingin dituju pada tahun 2024 : 
  

Tujuan Indikator Tujuan 
Kondisi 

2019 
Target 
2024 

Meningkatkan 

Kualitas dan Daya 
Saing Pembangunan 
Ekonomi 

Berkelanjutan 

Laju Pertumbuhan 

Ekonomi 

5,41 6,10 – 

6,71 

Meningkatnya 

Kesejahteraan Sosial 

Tingkat Kemiskinan 17,65 15,73 
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Masyarakat 
 

 Misi keempat adalah “Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau” dengan 

Tujuan “Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Kepulauan”. 

Berikut adalah kondisi yang ingin dituju pada tahun 2024: 
  

Tujuan Indikator Tujuan 
Kondisi 

2019 

Target 

2024 

Meningkatkan 
Pemerataan 
Infrastruktur dan 

Konektivitas Wilayah 
Kepulauan 

Indeks Wiliamson / 
Indeks Kesenjangan 
Wilayah 

0,222 0,250 

  

 Misi kelima adalah “Meningkatkan Suasana Kondusif untuk Investasi, Budaya dan 

Pariwisata” dengan Tujuan “Meningkatkan Pembangunan Daerah Berbasis Kebudayaan 

dan Pariwisata”. Berikut adalah kondisi yang ingin dituju pada tahun 2024 :  
 

Tujuan Indikator Tujuan 
Kondisi 

2019 
Target 
2024 

Meningkatkan 

Pembangunan Daerah 
Berbasis Kebudayaan 
dan Pariwisata 

Indeks Pembangunan 

Budaya 

N.A 56,00 

Kontribusi Sektor 

Pariwisata Terhadap 
PDRB 

1,70 4,00 

 

 Misi keenam adalah “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Kreatif, 

Mandiri dan Berprestasi” dengan Tujuan “Meningkatkan Masyarakat yang Terampil, 

Kreatif dan Kompetitif”. Berikut adalah kondisi yang ingin dituju pada tahun 2024 :  
 

Tujuan Indikator Tujuan 
Kondisi 

2019 

Target 

2024 

Meningkatkan 
Masyarakat yang 
Terampil, Kreatif dan 

Kompetitif 

Indeks Pengeluaran 

0,665 0,669 

 

 

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen yang berisikan penugasan dari pimpinan 

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan 

proses penyusunan rencana kinerja yang dijabarkan dari sasaran dan program yang telah 

ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah 

melalui berbagai kegiatan tahunan yang dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan 

dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya 

dalam tahun tertentu. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup 
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outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud 

kesinambungan kinerja setiap tahunnya.  

 

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2024. 
 

Tabel 1.9 

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 
 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintahan Daerah 

Nilai SAKIP BB 

2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik 3,15 

3 Meningkatnya Tata Kelola Keuangan 
Daerah 

Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,4 

Indeks Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

71,5 

4 Meningkatnya Pendidikan yang 
Berkualitas dan Merata di Seluruh 

Wilayah 

Indeks Pendidikan 0,737 

5 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan 
yang Bermutu dan Merata 

Indeks Kesehatan 0,716 

6 Meningkatnya Pertumbuhan Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah 

LPE Kategori Industri Pengolahan 6,02 

LPE Kategori Perdagangan Besar dan 
Eceran; termasuk Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 

14,98 

7 Meningkatnya Produktivitas Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan 

LPE Kategori Pertanian, Kehutanan 
dan Perikanan 

23,35 

8 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat PDRB per Kapita 27,5 

9 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 76,95 

10 Terkendalinya Harga Kebutuhan Pokok 
Masyarakat 

Inflasi 2,09-2,99 

11 Meningkatnya Kesempatan Kerja yang 
Berkualitas 

Tingkat Pengangguran Terbuka 6,05 

12 Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan 
yang Berkelanjutan dan Ketahanan 
Bencana 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 
(IKLH) 

77,87 

Indeks Resiko Bencana (IRB) 159,95 

13 Meningkatnya Pemerataan 
Pembangunan dan Pengurangan 

Kesenjangan Wilayah 

Indeks Gini 0,295 

14 Mewujudkan Konektivitas Wilayah dan 
Ketersediaan Infrastruktur 

Indeks Infrastruktur 72,25 
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15 Terwujudnya Kerukunan antar 
Masyarakat yang Damai dan Harmonis 

Indeks Kerukunan Antar Umat 
Beragama 

81 

16 Meningkatnya Investasi Pembangunan 
Daerah 

Pertumbuhan Investasi 25 

17 Meningkatnya Ekonomi Pariwisata 
Daerah 

LPE Sektor Pariwisata 6,86 

Persentase Cagar Budaya yang 
Masuk dalam Kategori Tingkat 
Nasional 

15 

18 Meningkatnya SDM yang Kreatif dan 
Berdikari 

LPE Ekonomi Kreatif 3,75 

19 Meningkatnya Peran Pemuda Dalam 
Pembangunan dan Peningkatan Prestasi 
Olahraga 

Indeks Pembangunan Pemuda 55 

20 Meningkatnya Pembangunan SDM yang 
Berkeadilan 

IPG (Indeks Pembangunan Gender) 94 

 

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka 

Menengah 

Mengacu kepada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2024 sesuai 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Prioritas Nasional serta Isu-isu Strategis Pembangunan 

Provinsi Maluku tahun 2022 dirumuskan program dan kegiatan prioritas daerah yang terdiri 

dari : 

1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 

Program Prioritas :  

 Perencanaan Pembangunan Daerah  

Kegiatan Prioritas :  

 Penanggulangan Kemiskinan. 
 

 Pendidikan Menengah  

Kegiatan Prioritas :  

 Kartu Maluku Cerdas.  
 

 Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan  

Kegiatan Prioritas :  

 Kartu Indonesia Sehat Untuk Masyarakat Miskin.  
 

 Pengembangan Perumahan  

Kegiatan Prioritas :  

 Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin.  
 

 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan  

Kegiatan Prioritas :  

 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih.  
 

 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir  
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Kegiatan Prioritas :  

 Sarana dan Prasarana Penangkapan dan Budidaya Perikanan.  
 

 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja  

Kegiatan Prioritas :  

 Pelatihan Berbasis Kompetensi.  
 

 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Usaha Kecil Menengah 

Kegiatan Prioritas :  

 Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan.  
 

 

2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Mutu 

Layanan Publik  

Program Prioritas : 

 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan 

Kebijakan Kepala Daerah  

Kegiatan Prioritas :  

 Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler/Khusus/ Sinergis).  
 

 Pengelolaan Aplikasi Informatika  

Kegiatan Prioritas :  

 Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik.  
 

 Kerjasama Pembangunan  

Kegiatan Prioritas 

 Kerjasama Antar Lembaga.   
 

 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan  

Kegiatan Prioritas :  

 Inventarisasi dan Penataan Aset Daerah;  

 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah. 
 

 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Kegiatan Prioritas :  

 Peningkatan Pelayanan Publik dan Perizinan. 
 

3. Pemantapan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Yang Merata 

dan Terjangkau  

Program Prioritas : 

 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

Kegiatan Prioritas :  

 Peningkatan Kompetensi Guru;  

 Penyediaan Tenaga Guru Yang Memenuhi Kompetensi.  
 

 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit  

Kegiatan Prioritas :  

 Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit;  

 Pengadaan Alat Kesehatan.  
 

 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak  
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Kegiatan Prioritas :  

 Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Asuhan Persalinan; 

 Penguatan ANC Terpadu Bagian Petugas Kesehatan di Puskesmas Pusat Gugus. 
 

 Perbaikan Gizi Masyarakat  

Kegiatan Prioritas :  

 Penanggulangan Stunting.  
 

4. Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Industri 

Pengolahan Secara Berkelanjutan  

Program Prioritas :  

 Peningkatan Ketahanan Pangan  

Kegiatan Prioritas :  

 Penanganan Daerah Rawan Pangan; 

 Lumbung Pangan Masyarakat; 

 Diversifikasi Olahan Pangan Lokal; 

 Peningkatan Produksi Pangan Nabati dan Hewani; 

 Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya.  
 

 Peningkatan Produksi dan Revitalisasi Tanaman Perkebunan  

Kegiatan Prioritas :  

 Pengembangan Pala, Cengkeh dan Kelapa; 

 Revitalisasi dan Penataan Hutan Sagu; 

 Pengendalian OPT Perkebunan.  
 

 Pengembangan Perikanan Tangkap, Budidaya, dan Pengolahan Hasil  

Kegiatan Prioritas :  

 Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan 15 GT dan 30 GT;  

 Pengembangan Sarana Pelabuhan Perikanan;  

 Pengembangan Perikanan Budidaya;  

 Pengembangan Sistem Rantai Dingin;  

 Pengolahan Hasil Perikanan.  
 

 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah  

Kegiatan Prioritas :  

 Peningkatan Daya Saing Produk IKM.  
 

 Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Antar Pulau dan Ekspor  

Kegiatan Prioritas :  

 Pameran Produk dan Pemasaran Dalam dan Luar Negeri; 

 Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Ekspor.  
 

 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup  

Kegiatan Prioritas :  

 Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup. 
 

 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim  

Kegiatan Prioritas :  

 Pembentukan dan Pengembangan Kampung Iklim; 
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 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.  
 

 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  

Kegiatan Prioritas :  

 Gerakan Peduli Sampah.  
 

 Rehabilitasi Hutan dan Lahan  

Kegiatan Prioritas :  

 Rehabilitasi Mangrove; 

 Reboisasi/Pengayaan Tanaman; 

 Rehabilitasi Lahan; 

 Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Daerah Aliran Sungai (DAS).   
 

 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan  

Kegiatan Prioritas :  

 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan 

Lahan; 

 Pengembangan Kawasan Ekonomi Esensial (KEE).  
 

 Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana  

Kegiatan Prioritas :  

 Sistem Peringatan Dini (EWS) Bencana; 

 Implementasi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resioko Bencana; 

 Pembentukan Desa Tangguh Bencana; 

 Pengendalian Banjir.  
 

5. Pemantapan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau Secara Merata dan 

Berkualitas  

Program Prioritas :  

 Pembangunan Jalan dan Jembatan 

Kegiatan Prioritas :  

 Pembangunan Jalan dan Jembatan;  

 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan.  
 

 Pengembangan Pelayanan Antar Moda Transportasi  

Kegiatan Prioritas :  

 Perencanaan dan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Pelabuhan Laut; 

 Studi Pembangunan Bandara.   
 

 Pengembangan Telekomunikasi dan Informasi  

Kegiatan Prioritas :  

 Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemda.  
 

 Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan  

Kegiatan Prioritas :  

 Peningkatan Rasio Elektifikasi.  
 

 Peningkatan  Kualitas Lingkungan Permukiman  

Kegiatan Prioritas :  
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 Penyediaan PSU Permukiman;  

 Penataan Kawasan Permukiman.  
 

 

6. Pemantapan Suasana Kondusif, Damai, Harmonis dan Berbudaya Yang 

Mendorong Peningkatan Ekonomi Daerah Melalui Investasi dan Pariwisata  

Program Prioritas :  

 Pemeliharaan Ketrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal  

Kegiatan Prioritas :  

 Pembinaan, Peningkatan, Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban di Kalangan 

Masyarakat.  
 

 Pengelolaan Kekayaan Budaya  

Kegiatan Prioritas :  

 Festival Budaya. 
 

 Penciptaan Iklim Investasi dan Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif  

Kegiatan Prioritas :  

 Pembinaan Koperasi dan Peningkatan Akses Permodalan UMKM; 

 Peningkatan Akses Pemasaran Produk Berbasis Digital; 

 Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal; 

 Peningkatan Skill Tenaga Kerja.  
 

 Pengembangan Pariwisata Daerah  

Kegiatan Prioritas :  

 Pengembangan Objek Wisata Unggulan; 

 Promosi Pariwisata; 

 Pengembangan Pariwisata Kepulauan Banda.  
 

7. Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas SDM Menuju SDM Yang Unggul  

Program Prioritas :  

 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak  

Kegiatan Prioritas :  

 Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.  
 

 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga  

Kegiatan Prioritas :  

 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat/Berprestasi.  
  

 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan  

Kegiatan Prioritas :  

 Pekan Kreatifitas Pemuda.  
 

 Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian  

Kegiatan Prioritas :  

 Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian; 

 Peningkatan SDM Petani.  

 

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan 
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Mengingat RKPD 2024 merupakan tahun terakhir dari RPJMD 2019 – 2024 sehingga RKPD 

Provinsi Maluku tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian untuk pencapaian target sasaran 

makro yang ada pada perubahan RPJMD Tahun 2019 – 2024. Upaya Pencapaian target 

sasaran makro pada akhir periode RPJMD terfokus pada 2 (dua) indikator yaitu IPM dan 

pertumbuhan ekonomi menetapkan target sasaran pembangunan untuk indikator makro.  

Berikut sasaran pembangunan daerah tahun 2024 yang tertuang pada perubahan RKPD 

Provinsi maluku tahun 2024 antara lain : 

 Misi 1 Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani,  

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yang meliputi : 

a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah; 

b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik; 

c. Meningkatnya tata kelola keuangan daerah. 
 

 Misi 2 Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau,  

1. Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing yang meliputi : 

a. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah; 

b. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata. 
 

 Misi 3 Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, 

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan yang 

meliputi : 

a. Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah; 

b. Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan 

c. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, yang meliputi : 

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat; 

2. Meningkatnya ketahanan pangan daerah; 

3. Terkendalinya harga kebutuhan pokok masyarakat; 

4. Meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas; 

5. Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan ketahanan 

bencana. 
 

 Misi 4 Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau, 

1. Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah kepulauan, yang 

meliputi : 

a. Meningkatnya pemeratan pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah; 

b. Mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur. 
 

 Misi 5 Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata, 

1. Meningkatkan Pembangunan daerah berbasis kebudayaan dan pariwisata, yang 

meliputi: 

a. Terwujudnya kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis; 

b. Meningkatnya investasi pembangunan daerah; 

c. Meningkatnya ekonomi pariwisata daerah. 
 

 Misi 6 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan 

berprestasi. 

1. Meningkatkan masyarakat yang terampil, kreatif dan kompetitif, yang meliputi : 

a. Meningkatnya SDM yang kreatif dan berdikari; 



  
  

80 

       | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 

b. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi 

olahraga; 

c. Meningkatnya Pembangunan SDM yang berkeadilan. 

 

 

 

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, 

pengertian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu 

pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap 

warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi 

kebutuhan dasar warga negara. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan 

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat.    

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

59 Tahun 2021, menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah dan merupakan bagian 

tidak terpisahkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan 

pertanggung jawaban untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat 

dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. 

Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi SPM 

Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum¸Perumahan Rakyat, Ketentraman, 

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Bidang Sosial yang masing-masingnya 

berpedoman pada Peraturan Menteri Teknis antara lain : 1) Untuk bidang pendidikan, 

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 

Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; 2) Untuk bidang kesehatan, 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar 

Teknis Pemenuhan Standar Minimal Kesehatan; 3) Untuk bidang Pekerjaan umum dan 

bidang perumahan rakyat, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 untuk Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat; 4) Untuk Bidang 

Trantibumlinmas, sub bidang ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar 

Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum; 5) Untuk sub bidang bidang bencana, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis 

Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana; 6) Untuk sub 

bidang kebakaran, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang 

Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan 

Kebakaran; dan 7) Untuk bidang sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 

Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Sosial.`  

Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan dengan SPM diharapkan akan 

menjamin terwujudnya hak-hak individu masyarakat, serta dapat menjamin akses untuk 

mendapatkan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SPM pada penerapannya diharapkan 
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dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan, prioritas dan 

kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kelembagaan dan personil. Dalam 

melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain 

sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, tetapi 

juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM terkait di daerah, khususnya pada OPD 

pengampu masing-masing bidang untuk menetukan penetapan target pencapaian sasaran 

SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM 

secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, 

dan mengintegrasikan SPM tersebut kedalam dokumen perencanaan. Langkah-langkah 

tersebut merupakan suaru prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk 

kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan 

kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya. 

Dengan penetapan SPM beserta indikator dan tahun pencapaian, petunjuk teknis berisi 

kegiatan yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan pencapaian sasaran SPM merupakan 

langkah awal yang harus disiapkan sehingga pemerintah daerah dapat memahami konsep 

dan indikator SPM guna terwujudnya pelayanan yang optimal dan terbaik kepada warga 

negara. 
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BAB II  
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 
 

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO 

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari 

berbagai  program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak 

swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembagunan nasional. Indikator makro merupakan 

indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator 

makro pembangunan tersebut terdiri dari Indeks Pembagunan Manusia (IPM), Angka 

Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan 

Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio). 

Untuk menyajikan capaian kinerja makro, Pemerintah Provinsi Maluku menggunakan data yang 

dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. Adapun detail capaian kinerja makro Provinsi 

Maluku dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini : 

 

Tabel 2.1 
Capaian Kinerja Makro Atas Indikator-indikator Kinerja Makro 

Provinsi Maluku Tahun 2024 
 

No 
Indikator 

Kinerja Makro 
Capaian Kinerja 

Tahun 2023 
Capaian Kinerja 

Tahun 2024 
Perubahan 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
Indeks Pembangunan 
Manusia 

 

72,75 
 

73,40 
 

0,89 

2 Angka Kemiskinan 16,42 16,05 -0,22 

3 Angka Pengangguran 6,31 
6,11 

 
-0,31 

4 Pertumbuhan Ekonomi 5,21 5,34 0,24 

5 Pendapatan Per kapita 30,46 32,20 0,71 

6 Ketimpangan Pendapatan 0,288 0,282 -0,20 

   Sumber : Data BPS Provinsi Maluku, Maluku Dalam Angka Tahun 2025 

 

1. Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan 

dimensi utama pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, mempunyai 

pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak. Memperhatikan setiap kebutuhan 

lebih dari sekitar 1,9 juta penduduk Maluku bukanlah pekerjaan yang mudah. Tersebar di 9 

(sembilan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota di banyak Kepulauan Maluku yang luas merupakan 


	0. cover.pdf (p.1-3)
	1. KATA PENGANTAR.pdf (p.4-5)
	2. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf (p.6-86)

